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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Berdasar pasal 204 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sekretariat DPRD dibentuk dalam rangka 

untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang 
DPRD. Sedangkan berdasarkan pasal 343 ayat (1) UU Nomor 27 
Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, fungsi DPRD adalah legislasi, anggaran 

dan pengawasan. Hal ini selaras dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan 
Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang, bahwa Sekretariat 
DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian 

dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sebagai institusi yang 
bertugas memberikan pelayanan administrasi dan dukungan 

terhadap tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten 
Pemalang secara proaktif berperan dalam menyelenggarakan 

administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan 
mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam 

melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. 
Fungsi legislasi DPRD bersama kepala daerah membentuk 

peraturan daerah yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Fungsi 
anggaran dilakukan dalam proses pembahasan kebijakan anggaran 

pemerintah daerah agar mendukung kesejahteraan rakyat. Fungsi 
pengawasan dilakukan dalam rangka memastikan pelaksanaan 
penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan. Ketiga fungsi 

pokok DPRD tersebut secara signifikan dapat mendukung 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar tujuan tersebut dapat 

tercapai harus didukung oleh perencanaan yang baik sehingga 
perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian 

rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan. 

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat 
Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah 

(Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk 

mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran 
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setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi masing-masing PD.  

Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang sebagai salah satu PD 
harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD 

Kabupaten Pemalang merupakan bentuk penjabaran operasional 
visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih 

dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten 
Pemalang Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Sekretariat 
DPRD Kabupaten Pemalang disamping berpedoman pada RPJMD 

juga harus memperhatikan Renstra Kemendagri. 

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten 

Pemalang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan 
jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 

Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, yang disusun sesuai 
dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Pemalang Tahun 2021-2026. 
Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-

2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah 
serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis 

Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Renstra menjadi landasan 
dan acuan pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten 
Pemalang selama kurun waktu Tahun 2021-2026 dan merupakan 

tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun 
waktu 5 (lima) tahun ke depan. 

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang 
Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang 

Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan keterkaitan antara 
tujuan dan sasaran Daerah dengan tujuan dan sasaran Sekretariat 
DPRD Kabupaten Pemalang, dimana program, kegiatan dan sub 

kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang 
harus mendukung tujuan dan sasaran Daerah sehingga visi dan 

misi Daerah dapat tercapai. 
Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: 

(1) Persiapan Penyusunan Renstra PD, terdiri dari pembentukan tim 
penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, agenda kerja 
tim penyusun Renstra PD, penyiapan data dan informasi; (2) 

Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD; (3) Penyusunan 
Rancangan Renstra PD; (4) Forum Perangkat Daerah; (5) 

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (6) Penetapan 
Renstra PD. 

Tahapan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten 
Pemalang Tahun 2021-2026 disajikan dalam bagan berikut : 
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Gambar 1.1 
Bagan Alir Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD  

Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 
 

 
 

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah) 
 

Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang 
Tahun 2021-2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD 
Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang merupakan 

penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam 
proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten 

Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja 
Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana 

Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum 
Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). 
Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya 

disajikan dalam bagan berikut : 
 

Persiapan 

Penyusunan 
Renstra PD 
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Gambar 1.2 
Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
1.2. Landasan Hukum 

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam 
penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang 

adalah sebagai berikut : 
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42); 

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan 
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms 
Of Discrimanation Against Women) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

RPJPD 

RPJM

D 

RKPD 

Visi, Misi, 

Program Calon 

Visi, Misi, 

Program Bupati 

Draft Awal 

RPJMD 

Draft 

Renstra 

Musrenban

g RPJMD 

Draft 

RPJMD 

Renstra 

PD 

Renja PD 

RKA PD 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323); 
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
10); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah; 
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 67 Tahun 2020 

tentang Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 
2024; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2022; 

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 
tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 

Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 

9); 
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 

2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Pemalang Nomor 13); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang 
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Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang 
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pemalang Nomor 1); 
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor ...., Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor ....); 

31. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang 

Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di 
Kabupaten Pemalang; 

32. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 48 Tahun 2016 Tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata 

Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Pemalang; 

33. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 76 Tahun 2016 tentang 

Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang; 

 
1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten 
Pemalang Tahun 2021-2026 adalah sebagai upaya peningkatan 
kinerja penyelenggaraan unsur pendukung untuk mewujudkan visi 

dan misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja 
penyelenggaraan pemerintah daerah melalui peningkatkan 

pelayanan Sekretariat DPRD yang prima. 
Adapun tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD 

Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 sebagai berikut : 
1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat 

DPRD Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan tujuan dan 

sasaran Daerah di Unsur Pendukung; 
2. Menjadi ajuan kerja resmi bagi Sekretariat DPRD Kabupaten 

Pemalang serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan 
Unsur Pendukung; 

3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Sekretariat DPRD 
Kabupaten Pemalang. 
 

1.4. Sistematika Penulisan 

Penyusunan dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten 

Pemalang Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai 

berikut : 

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan 
hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan. 
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2. Bab II Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten 
Pemalang, berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi 

Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, sumber daya 
Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, kinerja pelayanan 

Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, tantangan dan peluang 
pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten 

Pemalang. 
3. Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Sekretariat DPRD 

Kabupaten Pemalang, berisi identifikasi permasalahan 

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD 
Kabupaten Pemalang, telaahan visi, misi dan program Bupati 

dan Wakil Bupati terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra PD 
provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis, penentuan isu-isu strategis. 
4. Bab IV Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka 

menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang. 

5. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, berisi strategi dan arah 
kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dalam 5 

(lima) tahun mendatang. 
6. Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta 

Pendanaan, berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, 
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. 

7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi 

indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang yang 
akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. 

8. Bab VIII Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renstra Sekretariat 
DPRD Kabupaten Pemalang. 
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BAB II 
GAMBARAN PELAYANAN  

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEMALANG 
 

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD 
Kabupaten Pemalang 

Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 48 Tahun 2016 
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata 

Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Pemalang.  

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD 
Kabupaten Pemalang mempunyai struktur organisasi sebagai 
berikut : 

Gambar 2.1 
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 48 Tahun 2016 
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Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi 
dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. 

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi 
kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli 
yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan 

fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan fungsi Sekretariat 
DPRD adalah penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, 
penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, fasilitasi 

penyelenggaraan rapat DPRD, penyediaan dan pengoordmasian 
tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 76 Tahun 
2016 tentang Uraian Tugas  Jabatan Struktural Sekretariat Dewan 

Perwakilan Daerah Kabupaten Pemalang, maka uraian tugas 
jabatan struktural pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang 
adalah sebagai berikut :  

A. Sekretaris DPRD 
Sekretaris DPRD mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

1. Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan 
Sekretariat DPRD yang meliputi Rencana Strategis (Renstra), 

Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran 
(RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan dokumen 
perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, 

perencanaan partisipasif dan perencanaan yang lebih tinggi 
guna ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

2. Merumuskan kebijakan kesekretariatan DPRD sesuai dengan 
tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

3. Menyelenggarakan program dan kegiatan kesekretariatan 
DPRD meliputi administrasi kesekretariatan, perencanaan 
dan keuangan, rapat–rapat, penyediaan tenaga ahli dan 

dukungan lain terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 
sesuai dengan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan 

tujuan; 
4. Merumuskan inovasi penyelenggaraan kesekretariatan DPRD 

melalui analisis potensi dan permasalahan serta 
pemanfaaatan teknologi dalam rangka meningkatkan 
efektifitas kerja dan kualitas pelayanan publik; 

5. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik 
serta penyusunan data informasi kesekretariatan DPRD 

sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka 
keterbukaan dan pemuktahiran informasi publik; 

6. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP) kesekretariatan DPRD sesuai dengan indikator SPIP 
dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas; 
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7. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai 
dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan 

dalam rangka perbaikan kinerja; 
8. Merumuskan laporan kesekretariatan DPRD berdasarkan 

data dan analisa sebgai informasi dan pertanggunggjawaban 
kepada Bupati; dan  

9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi 

 
B. Kepala Bagian Umum 

Kepala Bagian Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
1. Merencanakan program dan kegiatan Bagian Umum sesuai 

dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi 
sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan kegiatan 
dan anggaran; 

2. Menyusun rancangan kebijakan Bagian Umum sesuai dengan 
tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketatausahaan, 
kepegawaian, pengadaan dan pemeliharaan rumah tangga 

dan perlengkapan sesuai dengan rencana program dan 
kegiatan agar tepat sasaran dan tujuan; 

4. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Bagian 

Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta 
pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan 

efektifitas kerja dan kualitas pelayanan publik; 
5. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi 

publik serta penyusunan data informasi Bagian Umum sesuai 
dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka 
keterbukaan dan pemuktahiran informasi publik; 

6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (SPIP) keskretariatan DPRD sesuai dengan 

indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban 
pelaksanaan tugas; 

7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Umum sesuai 
dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan 
dalam rangka perbaikan kinerja; 

8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada 

pimpinan; dan 
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi. 
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C. Kepala Bagian Program dan Keuangan 
Kepala Bagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut : 
1. Merencanakan program dan kegiatan  Bagian Program dan 

Keuangan  sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan 
kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen 

rencana kegiatan dan anggaran; 
2. Menyusun rancangan kebijakan bagian program dan 

keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 
3. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan 

sekretariat DPRD yang meliputi perencanaan strategis 
(Renstra), Rencan Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan 

Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan 
Dokumen Perencanaan lain berdasarkan kebutuhan 
organisasi, Perencanaan Partisipasif, dan perencanaan yang 

lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan 
kegiatan; 

4. Mengkoordinasikan penyusunan laporan capaian kinerja 
sekretariat DPRD yang meliputi laporan kinerja instansi 

pemerintah (LKJIP), Laporan Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Kinerja lain 
berdasarkan rencana kerja dan realisasi kegiatan guna 

kelancaran penyusunan laporan; 
5. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD 

sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi 
dan kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

6. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan bagian 
program dan keuangan melalui analisis potensi dan 
permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka 

meningkatkan efektifitas kerja dan kualitas pelayanan publik; 
7. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi 

publim serta penyusunan data informasi Bagian Program dan 
Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam 

rangka keterbukaan dan pemuktahiran informasi publik; 
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di Bagian Program dan 

Keuangan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang 

telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja; 
9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan 

analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada 
pimpinan; dan 

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi. 
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D. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan 
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 
1. Merencanakan program dan kegiatan Bagian Persidangan 

dan Perundang-Undangan sesuai dengan pedoman 
pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan 

penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran; 
2. Menyusun rancangan kebijakan Bagian Persidangan dan 

Perundang-Undangan sesuai dengan tugas dan fungsi 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
3. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan rapat-rapat dan 

risalah, perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, 
penyediaan tenaga ahli, humas dan protokol serta dukungan 

lain terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai 
dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran pelaksanaan 
kegiatan; 

4. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Bagian 
Persidangan dan Perundang-Undangan melalui analisis 

potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi 
dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dan kualitas 

pelayanan publik; 
5. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi 

publik serta penyusunan data informasi Bagian Persidangan 

dan Perundang-Undangan sesuai dengan kebutuhan 
informasi publik dalam rangka keterbukaan dan 

pemutakhiran informasi publik; 
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Persidangan dan 

Perundang-Undangan sesuai dengan rencana program dan 
kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan 
kinerja; 

7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan 
analisa sebagi informasi dan pertanggungjawaban kepada 

pimpinan; dan 
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi. 

 

2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang 
Sumber daya Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang yang 

meliputi sumber daya manusia/kepegawaian dan sarana prasarana 
sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.  

a. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian 
Jumlah pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang 

dalam memberikan pelayanan administrasi dan dukungan 

terhadap tugas dan fungsi DPRD tersaji dalam tabel berikut : 
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Tabel 2.1.  
Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang 

No Uraian Laki-laki Perempuan 
Golongan 

Jumlah 
I II III IV 

1 Sekwan 1 - - - - 1 1 

2 Kabag 1 1 - - - 2 2 

3 Kasubag 3 4 - - 6 1 7 

4 JFT Kehumasan - 1 - - 1 - 1 

5 JFU Setwan 6 24 4 19 7 - 30 

 6 Non ASN Setwan 34 12 46 - - - 46 

Jumlah 45 42 50 19 14 4 87 

Sumber : Sekretariat DPRD, 2021 
 

Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang berjumlah 87 
orang, meliputi 45 orang laki-laki dan 42 orang perempuan, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Sekretariat DPRD 
Kabupaten Pemalang seimbang antara laki-laki dan perempuan. 
Selanjutnya jumlah pegawai berdasar golongan, meliputi non ASN 

sebanyak 46 orang, golongan I sebanyak 4 orang, golongan II 
sebanyak 19 orang, golongan III sebanyak 14 orang dan golongan 

IV sebanyak 4 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai 
pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang didominasi oleh 

pegawai Non ASN sebanyak 52,87%. Pegawai non ASN tersebut 
direkrut untuk membantu pelaksanaan tugas anggota DPRD yang 
terdiri dari tenaga ahli fraksi dan pengemudi. Sedangkan jika dilihat 

berdasar pegawai ASN, didominasi oleh pegawai bergolongan III 
yaitu sebanyak 46,34%. 

Tabel 2.2.  
Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan 

No Jenis Diklat Jumlah 
Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 

1 Diklatpim II 1 1 - 

2 Diklatpim III 1 1 - 

3 Diklatpim IV 4 1 3 

4 ADUM - - - 

5 SEPADA - - - 

6 Struktural yang belum diklat 4 2 2 

Jumlah 10 5 5 

Sumber : Sekretariat DPRD, 2021 
 

Jumlah pegawai berdasarkan diklat kepemimpinan pada 
Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, yaitu 1 orang sudah 

mengikuti Diklatpim II, 1 orang sudah mengikuti Diklatpim III, 4 
orang sudah mengikuti Diklatpim IV dan 4 orang belum mengikuti 
diklat kepemimpinan, hal ini disebabkan masih menunggu 

penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang. 
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Tabel 2.3.  

Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah 
Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 

1 Pasca Sarjana (S2) 4 0 4 

2 Sarjana (S1) 19 10 9 

3 Diploma 5 1 4 

4 SLTA/paket C 43 37 6 

5 SLTP/paket B 13 13 0 

6 SD 3 3 0 

Jumlah 87 63 18 

Sumber : Sekretariat DPRD, 2021 
 

Jumlah pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang 
berdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 4 
orang, Sarjana (S1) sebanyak 19 orang, Diploma sebanyak 5 orang, 

SLTA/Kejar Paket C sebanyak 43 orang, SLTP/Kejar Paket B 
sebanyak 13 orang dan SD sebanyak 3 orang, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten 
Pemalang dominan berpendidikan SLTA/Paket C yaitu sebanyak 

49,43 %. 
Tabel 2.4.  

Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon 

No Eselon Jumlah 
Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 

1 IIA - -  

2 IIB 1 1 - 

3 IIIA 2 1 1 

4 IIIB - - - 

5 IVA 7 3 4 

6 IVB - - - 

Jumlah 10 5 5 

Sumber : Sekretariat DPRD, 2021 

 
Jumlah pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang 

berdasarkan tingkat eselon, yaitu Eselon Eselon IIB sebanyak 1 
orang, IIIA sebanyak 2 orang, dan Eselon IVA sebanyak 7 orang, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Sekretariat DPRD 

Kabupaten Pemalang  berdasarkan tingkat eselon dominan esselon 
IVA yaitu sebanyak 70%. 

Untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada, Sekretariat 
DPRD Kabupaten Pemalang telah melaksanakan kegiatan 

pengembangan SDM yang tersaji pada tabel berikut : 
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Tabel 2.5. 
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia 

No 

PROGRAM/ 

KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

 Anggaran Tahun ke   Realisasi Tahun ke  

Rasio Antara Realisasi 

dan Anggaran Tahun 

Pelaksanaan ke 

  2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 
2021 

(TW II) 

1 Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

                  

Kegiatan Bimbingan 

teknis implementasi 

peraturan perundang-
undangan 

    

651.6
03.75

0  

    

599.0
10.00

0  

    

234.8
03.30

0  

    

643.0
92.11

0  

    

548.8
89.13

5  

      

29.73
6.000  

98,69 91,63 12,66 

2 Program Peningkatan 

Kapasitas Lembaga 

Perwakilan Rakyat 

Daerah 

                  

Kegiatan Peningkatan 

kapasitas pimpinan 

dan anggota DPRD 

 
4.207.
805.0

00  

 
1.994
.216.

500  

 
2.088
.098.

000  

 
4.135
.305.

936  

 
1.287
.675.

912  

 
1.155
.673.

809  

98,28 64,57 55,35 

Anggaran dan realisasi pengembangan sumber daya manusia 
mengalami fluktuatif, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kondisi Sekretariat DPRD. Ada 2 (dua) kegiatan pengembangan 
sumber daya manusia, (1) kegiatan bimbingan teknis implemnetasi 
peraturan perundang-undangan dengan focus ASN; (2) Kegiatan 

peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dengn focus 
anggota DPRD. 

 
b. Sarana dan Prasarana 

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung 
terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, 
sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan 

sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu 
ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis 

dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Sekretariat 
DPRD Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 2.6.  
Inventaris Aset Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang 

No Gol 

Kode 

Bid 

Barang 

Nama Bidang Barang 
Jumlah 

Barang 

Kondisi 

Jumlah Harga (Rp) Baik Sedang Rusak 

1 01  Tanah      

  01 Tanah 2 Baik   5.032.500.000 

   Jumlah KIB A     5.032.500.000 

2 01  Peralatan dan Mesin      

  02 Alat-alat Besar 4 Baik   197.198.000 

  03 Alat-alat Angkutan 49 Baik   7.671.512.723 

  04 Alat Bengkel dan Alat 

Ukur 

  Sedang  - 

  05 Alat Pertanian 6  Sedang  6.605.000 

  06 Alat Kantor & Rumah 

Tangga 

1.751 Baik   4.524.262.753 

  07 Alat Studia & Alat 

Komunikasi 

178 Baik   1.183.207.350 

  08 Alat-alat Kedokteran 2  Sedang  16.425.000 

  09 Alat Laboratorium 3  Sedang  49.675.000 

  10 Alat-alat 
persenjataan/keamanan 

    - 

   Jumlah KIB B     15.447.431.426 

3 03  Gedung dan Bangunan      

  11 Bangunan Gedung 1 Baik   3.801.299.893 

  12 Monumen     - 

   Jumlah KIB C     3.801.299.893 

4 04  Jalan, Irigasi dan 

Jaringan 

     

  13 Jalan & Jembatan     - 

  14 Bangunan Air/Irigasi     - 

  15 Instalasi     - 

  16 Jaringan 1 Baik   295.146.125 

   Jumlah KIB D     295.146.125 

5 05  Aset Tetap Lainnya      

  17 Buku dan Perpustakaan 4.383 Baik   350.428.670 

  18 Barang Bercorak 

Kebudayaan 

88 Baik   42.005.000 

  19 Hewan, Ternak dan 

Tanaman 

32 Baik   6.512.000 

   Jumlah KIB E     398.945.670 

6 06  Konstruksi dalam 

Pengerjaan 

     

   Jumlah KIB F     - 

   Jumlah Total     24.975.323.114 

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB) Sekretariat DPRD,  2021 

 
Dari aset yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang 

secara keseluruhan dalam kondisi baik sehingga dapat mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas 
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2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD 

Gambaran kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.7 

dan Tabel 2.8 berikut : 
Tabel 2.7. a 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang 
Berdasarkan Renstra 2016 - 2021 

No Indikator Kinerja  Target 
NSPK 

Target 
IKK 

Target 
Indikator 

Lainnya 

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1 Perda yang ditetapkan  - -  -  29 27 28 28 27 23 7 21 16 15 79,31 25,93 75,00 57,14 55,56 

2 Porsentase Raperda yang disetujui DPRD  - -  -  100 100 100 100 100 79 33 55 100 100 79,00 33,00 55,00 100,00 100,00 

3 Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti  - -  -  30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

4 
Terpenuhinya kebutuhan administrasi 
perkantoran setiap bulan 

 - -  -  
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

5 
Terpenuhi kondisi sarana dan prasarana 
perkantoran dalam kondisi baik setiap 
bulan 

 - -  -  
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

6 Tingkat kedisiplinan ASN  - -  -  20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

7 
Prosentase SDM aparatur yang memiliki 
kompetensi 

 - -  -  
20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

8 
Jumlah dokumen capaian kinerja dan 
keuangan yang tersedia 

 - -  -  
20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

9 
Jumlah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang tersedia 

 - -  -  
20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber : Renstra Sekretariat DPRD 2016-2021, LKJiP Tahun 2016 s/d 2020 Sekretariat DPRD 

Berdasarkan tabel 2.7.a dapat diketahui pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang selama 
tahun 2016-2020 sebagai berikut : 

1. Memenuhi target, meliputi : 

- Persentase Raperda yang disetujui DPRD (2019-2020) 
- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti (2016-2020) 

- Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan (2016-2020) 
- Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan (2016-2020) 

- Tingkat kedisiplinan ASN (2016-2020) 
- Persentase SDM aparatur yang memiliki kompetensi (2016-2020) 
- Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia (2016-2020) 

- Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia (2016-2020) 
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Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 
tersebut yaitu adanya komitmen dari semua pihak dan sarana dan 

prasarana yang memadai. 

2. Tidak memenuhi target, meliputi : 

- Perda yang ditetapkan (2016-2020), hal ini disebabkan 
beberapa Raperda yang akan dibahas pada program legislasi 

daerah (Prolegda) ditarik kembali atau dibatalkan dikarenakan 
adanya perkembangan peraturan perundang-undangan dan 
kebijakan pemerintahan daerah. 

- Persentase Raperda yang disetujui DPRD (2016-2018), hal ini 
disebabkan adanya perkembangan peraturan perundang-

undangan sehingga Raperda harus disesuaikan dan dikaji 
ulang. 

Tabel 2.7.b 
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten 

Pemalang Tahun 2016 – 2020 

No Indikator Kinerja Satuan 
Capaian Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. Indeks kepuasan DPRD terhadap 

layanan Sekretariat DPRD 

% 75 78 80 83 81,25 

2. Cakupan layanan Sekretariat 

DPRD 

% 76,54 79,23 84,22 84,08 75,01 

3. Persentase layanan kepada DPRD 
yang tersedia 

% 100 100 100 100 100 

4. Persentase dukungan 

pelaksanaan tugas dan fungsi 
pokok DPRD yang tersedia 

% 77,46 79,27 88,4 91,99 82,33 

5. Persentase dukungan 

pelaksanaan tugas dan fungsi 
lain DPRD yang tersedia 

% 52,17 58,42 64,26 60,26 56,93 

6. Persentase Perda yang ditetapkan 

tepat waktu 

% 83,80 65,71 85,71 95,16 55,55 

7. Persentase kebijakan anggaran 

yang dibahas tepat waktu 

% 49,78 67,97 64,36 84,21 75,57 

8. Persentase hasil pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan 

yang ditindak lanjuti  

% 57,85 66,55 94,82 82,43 81,4 

9. Persentase anggota DPRD yang 

meningkat kapasitasnya  

% 91,66 91,41 96,56 98,69 91,63 

10. Persentase jenis aspirasi 

masyarakat yang ditindak lanjuti 

% 64,84 83,85 96,22 82,09 79,15 

11. Persentase kode etik DPRD yang 

diimplementasikan 

% 100 100 100 100 100 

12. Persentase fasilitasi tugas DPRD 

yang tersedia 

% 95,89 96,14 97,11 98,18 99,12 

13. Persentase kerjasama daerah 
yang disetujui 

% 0 0 0 0 0 

14. Persentase keterwakilan 

perempuan di Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) 

% 16 18 18 30 32 
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Indeks kepuasan DPRD didapat dari hasil survei kepada 
anggota DPRD Kabupaten Pemalang terhadap layanan Sekretariat 

DPRD. Selama kurun waktu tahun 2016-2020 capaian indikator ini 
terus meningkat, yaitu sebesar 75% pada tahun 2016 menjadi 

sebesar 81,25% pada tahun 2020. Capaian pada tahun 2020 berada 
pada kategori baik (antara rentang 76,61-88-30). Pelayanan kepada 

DPRD harus terus ditingkatkan agar kepuasannya akan terus 
meningkat. Layanan Sekretariat DPRD mencakup layanan terhadap 
tugas fungsi pokok, layanan terhadap tugas fungsi lain dan layanan 

pendukung. Capaian indikator ini selama kurun waktu tahun 2016-
2018 selalu mengalami peningkatan, yaitu sebesar 76,54% pada 

tahun 2016 hingga menjadi sebesar 84,22% pada tahun 2018, 
namun mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu menjadi 

sebesar 84,08% dan menjadi sebesar 75,01% pada tahun 2020. Hal 
tersebut disebabkan belum dilaksanakannya tugas DPRD dalam 
pembahasan kerjasama daerah. Layanan pendukung DPRD berupa 

layanan terhadap keuangan, kesejahteraan dan administrasi. 
Capaian indikator ini selama kurun waktu tahun 2016-2020 

sebesar 100%. Selanjutnya layanan terhadap tugas dan fungsi 
pokok DPRD adalah layanan dalam pembentukan Peraturan 

Daerah (Perda) dan peraturan DPRD, pembahasan kebijakan 
anggaran, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD dan fasilitasi tugas 

DPRD. Capaian indikator ini selama kurun waktu tahun 2016-2019 
selalu mengalami peningkatan, yaitu sebesar 77,46% pada tahun 

2016 hingga menjadi sebesar 91,99% pada tahun 2019, namun 
mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu menjadi sebesar 

82,33%. Hal tersebut disebabkan rendahnya capaian Peraturan 
Daerah yang ditetapkan tepat waktu. Sedangkan layanan terhadap 
tugas dan fungsi lain DPRD adalah layanan dalam peningkatan 

kapasitas DPRD, penyerapan dan penghimpunan aspirasi 
masyarakat, serta pembahasan kerjasama daerah. Capaian 

indikator ini selama kurun waktu tahun 2016-2018 selalu 
mengalami peningkatan, yaitu sebesar 52,17% pada tahun 2016 

hingga menjadi sebesar 64,26% pada tahun 2018, namun 
mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu menjadi sebesar 
60,26% pada tahun 2019 dan terus turun menjadi sebesar 56,93% 

pada tahun 2020. Rendahnya capaian ini disebabkan belum 
dilaksanakannya tugas pembahasan kerjasama daerah. 

Kegiatan pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang 
difasilitasi Sekretariat DPRD meliputi : penyusunan dan 

pembahasan program pembentukan Perda, pembahasan Raperda, 
penyelenggaraan kajian perundang-undangan, fasilitasi 
penyusunan Naskah Akademik dan penyusunan tata tertib DPRD. 

Raperda yang dibahas dapat berasal dari eksekutif maupun inisiatif 
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dari legislatif. Capaian indikator persentase Perda yang ditetapkan 
tepat waktu selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung 

fluktuatif, yaitu sebesar 83,80% pada tahun 2016, sebesar 65,71% 
pada tahun 2017, sebesar 85,71% pada tahun 2018, sebesar 

95,16% pada tahun 2019 dan sebesar 55,55% pada tahun 2020. 
Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan Raperda masih belum 

tepat waktu sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam 
Propemperda.  

Pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi Sekretariat 

DPRD meliputi : pembahasan KUA PPAS, pembahasan perubahan 
KUA PPAS, pembahasan APBD, pembahasan APBD perubahan, 

pembahasan laporan semesteran dan pembahasan 
pertanggungjawaban APBD. Capaian indikator persentase 

kebijakan anggaran yang dibahas tepat waktu selama kurun waktu 
tahun 2016-2019 cenderung rendah, yaitu sebesar 49,78% pada 
tahun 2016, meningkat menjadi sebesar 67,97% pada tahun 2017, 

turun menjadi sebesar 64,36% pada tahun 2018, meningkat 
menjadi sebesar 84,21% pada tahun 2019 dan turun menjadi 

sebesar 75,57% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa 
masih terjadi keterlambatan pembahasan kebijakan anggaran yang 

dilaksanakan. 
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi 

Sekretariat DPRD meliputi : pengawasan urusan pemerintahan 

bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan 
pemerintahan bidang infratruktur, pengawasan urusan 

pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat, pengawasan urusan 
pemerintahan bidang perekonomian, pengawasan urusan 

pemerintahan bidang sumber daya alam, pengawasan tindak lanjut 
hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK, pengawasan 
penggunaan anggaran dan pembahasan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati. Capaian indikator persentase hasil 
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang ditindaklanjuti 

selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif, yaitu 
sebesar 57,85% pada tahun 2016, meningkat menjadi sebesar 

66,55% pada tahun 2017, terus meningkat menjadi sebesar 94,82% 
pada tahun 2018, namun turun menjadi sebesar 82,43% pada 
tahun 2019 dan terus turun menjadi sebesar 81,4% pada tahun 

2020. Hal ini menunjukkan bahwa Perangkat Daerah terkait belum 
menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD.  

Peningkatan kapasitas DPRD yang difasilitasi Sekretariat 
DPRD meliputi : orientasi DPRD, bimbingan teknis DPRD, publikasi 

dan dokumentasi Dewan, penyediaan kelompok pakar dan tim ahli, 
penyediaan tenaga ahli fraksi, penyusunan laporan kinerja DPRD 
dan penyusunan program kerja DPRD. Bimbingan teknis DPRD 

dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas DPRD terkait 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok pakar dan 
tim ahli dimaksudkan untuk membantu DPRD terkait penyusunan 

Naskah Akademik Raperda dan apabila terdapat kasus hukum yang 
melibatkan anggota DPRD. Tenaga ahli fraksi dimaksudkan untuk 

membantu tugas dan kegiatan fraksi. Capaian indikator persentase 
DPRD yang meningkat kapasitasnya selama kurun waktu tahun 

2016-2020 cenderung meningkat, yaitu sebesar 91,66% pada tahun 
2016 menurun menjadi sebesar 91,63% pada tahun 2020. 
Meskipun capaian indikator persentase DPRD yang meningkat 

kapasitasnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun, 
peningkatan kapasitas DPRD masih perlu terus dilakukan, karena 

adanya peraturan perundang-undangan baru yang terus 
diterbitkan. 

Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang 
difasilitasi Sekretariat DPRD meliputi : penyelenggaraan hubungan 
masyarakat (kegiatan hearing), kunjungan kerja dalam daerah, 

penyusunan pokok-pokok DPRD dan pelaksanaan reses. 
Penyelenggaraan hubungan masyarakat, kunjungan kerja dalam 

daerah dan reses dilakukan untuk menyerap dan menghimpun 
aspirasi dari masyarakat, yang selanjutnya menjadi bahan dalam 

pelaksanaan tugas pokok DPRD yaitu membentuk Perda, 
membahas anggaran dan mengawasi penyelenggaraan 
pemerintahan. Capaian indikator persentase aspirasi masyarakat 

yang ditindaklanjuti selama kurun waktu tahun 2016-2020 
cenderung fluktuatif, yaitu sebesar 64,84% pada tahun 2016, terus 

meningkat menjadi sebesar 96,22 pada tahun 2018, namun turun 
menjadi sebesar 82,09% pada tahun 2019 dan semakin turun 

menjadi sebesar 79,15% pada tahun 2020. Masih rendahnya 
capaian indikator jenis aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti 
disebabkan keterbatasan anggaran yang dialokasikan.  

Kode etik DPRD adalah suatu ketentuan yang mengatur sikap, 
perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan yang ditetapkan dalam 

pelaksanaan wewenang, tugas dan kewajibannya sebagai anggota 
DPRD. Kode etik DPRD ditetapkan dengan Peraturan DPRD. 

Capaian indikator ini selama kurun waktu tahun 2016-2020 adalah 
100% yang artinya semua butir yang diatur dalam Kode Etik DPRD 
dilaksanakan dan dipatuhi. 

Fasilitasi tugas DPRD oleh Sekretariat DPRD meliputi : 
koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan 

laporan kinerja DPRD, fasilitasi pelaksanaan tugas Badan 
Musyawarah DPRD dan fasilitasi tugas pimpinan DPRD. Capaian 

indikator persentase fasilitasi tugas DPRD selama kurun waktu 
tahun 2016-2020 cenderung meningkat, yaitu sebesar 95,89% pada 
tahun 2016 terus meningkat hingga sebesar 99,12% pada tahun 
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2020. Belum tercapainya target sesuai rencana disebabkan 
keterbatasan anggaran yang dialokasikan. 

Salah satu tugas DPRD adalah membahas rencana kerjasama 
daerah yang akan dijalin oleh Pemerintah Daerah. Kerjasama 

daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari 
DPRD. Namun, selama kurun waktu tahun 2016-2020 tugas ini 

belum dilaksanakan sehingga capaian indikator ini sebesar 0%. 

 Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum, DPR telah mengamanatkan kuota 30% keterwakilan 

perempuan pada kepengurusan partai politik. Selanjutnya partai 
politik mencalonkan minimal 30% perempuan sebagai calon 

anggota legislatif dan menempatkan minimal satu caleg perempuan 
di antara tiga nama dalam daftar calon. Keterwakilan perempuan di 

DPRD Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2016-2020 
mengalami peningkatan yaitu sebesar 16% pada tahun 2016 dan 
menjadi sebesar 32% pada tahun 2020. 
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Tabel 2.8. 
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang 

 

No 
Uraian 

Anggaran Pada Tahun (000) Realisasi Anggaran Pada Tahun (000) Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

1 Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 

2.590.0
97 

3.172.1
62 

4.354.6
72 

6.584.5
22 

4.434.6
35 

2.404.4
20 

2.793.9
46 

4.032.6
22 

5.140.1
07 

3.695.6
01 

92,83 88,08 92,60 78,06 83,33 19,58 14,97 

2 Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

9.239.9

11 

1.936.1

52 

2.363.2

03 

3.384.4

40 

4.558.7

39 

8.732.8

92 

1.773.8

73 

2.198.6

68 

2.959.6

83 

3.719.7

19 

94,51 91,62 93,04 87,45 81,60 5,23 1,14 

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 357.906 344.930 306.250 541.000 356.717 340.816 306.424 279.877 502.536 141.317 95,22 88,84 91,39 92,89 39,62 6,94 -2,77 

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

400.533 606.586 771.438 651.604 599.010 367.117 554.494 744.906 643.092 548.889 91,66 91,41 96,56 98,69 91,63 13,75 14,27 

5 Program Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
keuangan 

67.570 31.570 31.208 33.923 8.325 64.238 28.890 29.407 29.133 5.451 95,07 91,51 94,23 85,88 65,47 -30,30 -33,86 

6 Program Peningkatan Perencanaan dan 
Penganggaran SKPD 

27.375 21.110 22.055 270.596 151.357 23.034 19.828 18.626 219.222 145.283 84,14 93,92 84,45 81,01 95,99 266,11 255,82 

7 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga 
Perwakilan Rakyat Daerah 

16.465.
420 

21.187.
735 

21.529.
882 

24.883.
916 

18.483.
689 

13.896.
937 

19.641.
241 

20.704.
943 

23.243.
301 

5.202.2
25 

84,40 92,70 96,17 93,41 28,14 5,04 -4,65 

 Jumlah 29.148.
811 

27.300.
245 

29.378.
706 

36.350.
000 

28.592.
471 

25.829.
452 

25.118.
694 

28.009.
049 

32.737.
075 

13.458.
483 

       

 Rata-rata           88,61 92,01 95,34 90,06 47,07 40,91 34,99 

Sumber : Sekretariat DPRD, 2021 

Berdasar tabel 2.8, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2016-2020 rasio antara realisasi dan anggaran 

Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang cenderung fluktuatif, yaitu dengan rata-rata sebesar 88,61% pada tahun 2016 naik 
menjadi sebesar 92,01% pada tahun 2017 naik lagi menjadi sebesar 95,34% pada tahun 2018 turun menjadi sebesar 90,06% 
pada tahun 2019 dan turun lagi menjadi sebesar 47,07% pada tahun 2020. Hal ini berarti dana yang sudah dianggarkan 

belum terserap secara optimal akibat ditarik kembali atau dibatalkannya Raperda yang telah diusulkan. Belum terserapnya 
anggaran secara optimal mengurangi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, yaitu target kinerja belum 

tercapai sesuai dengan yang direncanakan untuk indikator jumlah Perda yang ditetapkan dan persentase Raperda yang 
disetujui DPRD. Besaran anggaran yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 

2016-2020 cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 40,91%. Peningkatan anggaran yang dikelola 
tersebut selaras dengan realisasi anggaran yang dicapai selama kurun waktu tahun 2016-2020, yaitu realisasi anggaran 
juga meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 34,99%.
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 
Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang 

Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang merupakan OPD yang 
memberikan pelayanan administrasi dan dukungan terhadap tugas 

dan fungsi DPRD. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi 
sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi 

tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi 
dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara 
dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu 

dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan 
eksternal.   

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan kepada anggota 
DPRD Kabupaten Pemalang, perlu mengetahui dinamika tantangan 

dan peluang yang dihadapi. Beberapa tantangan yang 
mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan terhadap tugas 
dan fungsi DPRD adalah sebagai berikut : 

1. Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan 
profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dalam rangka 

optimalisasi dukungan layanan penyelenggaraan tugas-tugas 
DPRD; 

2. Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan 
daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan 
dari Pemerintah Pusat serta kurangnya kualitas/kompetensi 

dan kuantitas tenaga Legal Drafter; 
3. Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD 

dalam deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas 
peraturan perundangan, kebutuhan masyarakat dan potensi 

yang dapat dikerjasamakan;  
4. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis 

pada dokumen penganggaran; 

5. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja 
pemerintahan. 

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam 
pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang 

adalah sebagai berikut : 
1. Adanya dukungan kebijakan, tersedianya anggaran dan 

tingginya komitmen organisasi dalam menyediakan dukungan 

layanan penyelenggaraan tugas-tugas DPRD; 
2. Adanya tenaga ahli fraksi, kelompok pakar dan staf sekretariat 

fraksi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pokok 
DPRD; 
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3. Terbukanya peluang pengembangan kompetensi sumber daya 
aparatur Sekretariat DPRD dalam deteksi dini terhadap 

perubahan-perubahan atas peraturan perundangan, 
kebutuhan masyarakat dan potensi yang dapat 

dikerjasamakan; 
4. Adanya pendampingan dari PD terkait evaluasi SAKIP (Bagian 

Organisasi, Bappeda, Inspektorat); 
5. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi. 
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BAB III 
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEMALANG 

 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 
Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang 

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang 
keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, 
sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus 

diperhatikan atau dikedepankan. Sekretariat DPRD Kabupaten 
Pemalang merupakan PD yang mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, 
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta 

menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan 
oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan 
kebutuhan.  

Pemetaan permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD 
Kabupaten Pemalang dapat dilihat dalam tabel berikut : 

 
Tabel 3.1. 

Pemetaan Permasalahan Pelayanan  
Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang 

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

1 Belum optimalnya 

dukungan layanan 
kepada DPRD  

Belum optimalnya layanan 

keuangan dan 
kesejahteraan DPRD 

Administrasi Keuangan 

DPRD harus dilaksanakan 
secara rutin 

Terdapat pakaian dinas 
dan atribut DPRD yang 

harus rutin disediakan 

Belum semua anggota 
DPRD mengikuti medical 

check up  

Belum optimalnya layanan 
administrasi DPRD 

Belum optimalnya 
penyelenggaraan 

administrasi keanggotaan 

DPRD 

Belum optimalnya fasilitasi 

fraksi DPRD 

Belum optimalnya fasilitasi 
rapat koordinasi dan 

konsultasi DPRD 

Belum tercukupinya 
kebutuhan rumah tangga 

DPRD 

2 Belum optimalnya 

dukungan 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi pokok 

DPRD 

Belum optimalnya 

pembahasan Peraturan 

Daerah dan Peraturan 

DPRD yang tepat waktu 

dan menjawab 

Belum optimalnya 

penyusunan dan 

pembahasan Program 

Pembentukan Peraturan 

Daerah 
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No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

permasalahan yang ada di 

masyarakat 

Belum optimalnya 

pembahasan Rancangan 

Peraturan Daerah 

Belum optimalnya 

penyelenggaraan kajian 

Perundang-Undangan 

Belum optimalnya fasilitasi 

Penyusunan Naskah 

Akademik 

Belum optimlanya 

penyusunan Tata Tertib 

DPRD 

Belum optimalnya rapat-

rapat pembahasan 

kebijakan anggaran 

Belum optimalnya 

Pembahasan KUA dan 

PPAS 

Belum optimalnya 

Pembahasan Perubahan 

KUA dan Perubahan PPAS 

Belum optimalnya 

Pembahasan APBD 

Belum optimalnya 

Pembahasan APBD 

Perubahan 

Belum optimalnya 

Pembahasan Laporan 

Semester 

Belum optimalnya 

Pembahasan 

Pertanggungjawaban APBD 

Belum optimalnya rapat-

rapat pengawasan 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

Belum optimalnya 

Pengawasan Urusan 

Pemerintahan bidang 

Pemerintahan dan Hukum 

Belum optimalnya 

Pengawasan Urusan 

Pemerintahan Bidang 
Infrastruktur 

Belum optimalnya 
Pengawasan Urusan 

Pemerintahan Bidang 

Kesejahteraan Rakyat 

Belum optimalnya 

Pengawasan Urusan 

Pemerintahan Bidang 

Perekonomian 

Belum optimalnya 

Pengawasan Urusan 

Pemerintahan Bidang 

Sumber Daya Alam 

Belum optimalnya 

Pengawasan Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan Laporan 

Keuangan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan 

Belum optimalnya 
Pengawasan Penggunaan 

Anggaran 
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No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

Belum optimalnya 

Pembahasan Laporan 

Keterangan 

Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah 

Belum optimalnya 

pelaksanaan kode etik 

DPRD 

Belum optimalnya 

Penyusunan Kode Etik 

DPRD 

Belum optimalnya 

Pengawasan Kode Etik 
DPRD 

Belum optimalnya fasilitasi 

tugas DPRD 

Belum optimalnya fasilitasi 

Koordinasi dan Konsultasi 
Pelaksanaan Tugas DPRD 

Belum optimalnya fasilitasi 

Penyusunan Laporan 
Kinerja DPRD 

Belum optimalnya Fasilitasi 

Pelaksanaan Tugas Badan 
Musyawarah 

Belum optimalnya Fasilitasi 

Tugas Pimpinan DPRD 

3 Belum optimalnya 

dukungan 
pelaksanaan tugas 

dan fungsi lain DPRD  

Kurangnya kapasitas 

anggota DPRD karena 
adanya regulasi-regulasi 

baru yang diterbitkan 

Perlu diadakannya 

Orientasi DPRD 

Masih kurangnya 

Bimbingan Teknis DPRD 

yang diadakan 

Belum optimalnya 

Publikasi dan Dokumentasi 

Dewan 

Perlunya Penyediaan 

Kelompok Pakar dan Tim 

Ahli 

Perlunya Penyediaan 

Tenaga Ahli Fraksi 

Belum optimalnya 

Penyelenggaraan 

Hubungan Masyarakat 

Perlu disusunnya Program 

Kerja DPRD tiap tahun 

Belum optimalnya 

penyerapan aspirasi rakyat 

Belum optimalnya 

Kunjungan Kerja dalam 

Daerah 

Belum optimalnya 

Penyusunan Pokok-Pokok 

Pikiran DPRD 

Belum optimalnya 

Pelaksanaan Reses 

Belum optimalnya 

pembahasan kerjasama 

daerah  

Belum optimalnya 

Fasilitasi, Verifikasi, dan 

Koordinasi Persetujuan 

Kerjasama Daerah 

Belum optimalnya 

Penyusunan Bahan 

Komunikasi dan Publikasi 

4 Belum optimalnya 

akuntabilitas kinerja 

Belum tersedianya 

dokumen perencanaan, 

Belum optimalnya 

penyusunan dokumen 

perencanaan PD  
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No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

penganggaran dan evaluasi 

kinerja yang berkualitas 

Belum optimalnya 

penyusunan dokumen 

penganggaran PD  

Belum optimalnya 

penyusunan laporan 

evaluasi kinerja PD  

Belum optimalnya 

pengadministrasian 

keuangan 

Perlunya penyediaan gaji 

dan tunjangan ASN setiap 

bulan 

Belum optimalnya 

penatausahaan dan 

pengujian verifikasi 

keuangan 

Belum optimalnya 

penyusunan laporan 

keuangan PD  

5 Belum optimalnya 

pelaksanaan 

reformasi birokrasi 

Belum optimalnya 

administrasi BMD 

Pentingnya menjaga 

keamanan BMD 

Masih rendahnya 

kapasitas SDM 

Belum tercukupinya 

sarpras kepegawaian 

Belum optimalnya 

administrasi kepegawaian 

Minimnya kegiatan 

peningkatan kapasitas 

Belum optimalnya 

penyediaan layanan 

administrasi umum 

Terdapat komponen 

instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor yang 

perlu diganti 

Belum tercukupinya 

peralatan dan 

perlengkapan kantor yang 

tersedia 

Belum tercukupinya bahan 

logistik kantor 

Terdapat barang yang 

harus dicetak dan 

digandakan 

Minimnya bahan bacaan 

yang tersedia 

Terdapat tamu yang 

berkunjung 

Terdapat materi yang harus 

dikoordinasi dan 

konsultasikan 

Belum tertatanya arsip 

dinamis 

Belum tercukupinya BMD 
sesuai kebutuhan 

Belum tercukupinya 
kebutuhan kendaraan 

dinas 

Belum tercukupinya 
kebutuhan peralatan dan 

mesin lainnya 

Belum tercukupinya 
kebutuhan aset tetap 

lainnya 

Belum tercukupinya 

kebutuhan sarpras gedung 

kantor 
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No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

Belum optimalnya 

penyediaan jasa penunjang 

untuk memperlancar 

pelaksanaan tugas 

Masih terjadi surat yang 

tidak terkirim atau 

terlambat 

Terdapat kebutuhan listrik, 

PDAM yang harus dibayar 

Jumlah ASN belum 

mencukupi kebutuhan  

Belum optimalnya 
pemeliharaan BMD 

Terdapat kendaraan dinas 
yang harus dipelihara 

Terdapat mebel yang harus 
dipelihara 

Terdapat peralatan dan 

mesin yang harus 
dipelihara 

Terdapat gedung kantor 

yang harus dipelihara 

Terdapat sarpras 

pendukung gedung kantor 

yang harus dipelihara 

 

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati 

Penelaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati 
terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan 

dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan 
periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, yang 
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. 

Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-
faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat DPRD 

Kabupaten Pemalang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi 
dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. 

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang 
Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah 
Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2022 adalah : 

“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, 
Agamis dan Ngangeni” 

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan 
sebagai berikut : 

Adil 

Adil merupakan keadaan/kondisi Kabupaten Pemalang 
dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip 

keseimbangan antarawilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia 
sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama 

dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan 
budaya. 
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Makmur 

Makmur merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang 

masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya. 

Agamis 

Agamis merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang 
masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan 

budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup. 

Ngangeni 

Ngangeni merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, 

makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal 
sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, 

menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong 
royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan 

keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan 
yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah 
dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan 

Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun 
pengunjung. “Pemalang itu ngangeni”. 

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk 
memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka 

ditetapka 6 (enam) misi pembangunan jangka menengah daerah 
Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, sebagai berikut : 

1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban 
masyarakat; 

2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang 

baik dan bersih; 
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat 

yang agamis, toleran dan gotong-royong; 
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan 

perkotaan; 
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi 

lokal; 

6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan 
berkesinambungan. 

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai visi dan 
misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 

tersebut ditetapkan 4 (empat) program unggulan, yaitu : 

1. Desa Wisata (Dewi) 

Merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa 

dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki masing-
masing desa. Adapun variannya sangat luas mencakup wisata 
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alam, wisata budaya maupun wisata buatan dengan 
menampung kreatifitas dan inovasi masyarakat. 

2. Desa Sinergi (Desi) 

Merupakan upaya peningkatan sinergitas antar desa, antara 

pemerintah desa dengan kecamatan dan kabupaten khususnya 
kolaborasi dan sinergitas penyelenggaraan program pemerintah 

dan pemerintah daerah yang menyentuh kebutuhan riil 
masyarakat sehingga lebih meningkatkan akurasi capaiannya. 

3. Desa Digital (Dedi) 

Merupakan upaya peningkatan transformasi digital di tingkat 
desa dalam pelayanan informasi kepada masyarakat dan 

peningkatan administrasi desa secara digital, beserta 
peningkatan kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa. 

4. Kota Industri (Koin) 

Merupakan upaya peningkatan investasi perindustrian sebagai 

pemacu pertumbuhan ekonomi daerah,  dilakukan dengan 
penguatan kawasan peruntukan industri yang diarahkan 

berkembang menjadi kawasan industri beserta kemudahan 
dalam informasi, pelayanan perijinan dan pemberian insentif. 

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten 
Pemalang tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang 
mendukung misi kedua yaitu : “Mewujudkan penyelenggaraan 

tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” yang dicapai 
melalui tujuan daerah berupa mewujudkan reformasi birokrasi 

yang efektif dan efisien dengan indikator tujuan Indeks Reformasi 
Birokrasi (IRB). Dalam mencapai reformasi birokrasi yang efektif 

dan efisien ditentukan sasaran daerah berupa : (1) meningkatnya 
birokrasi akuntabel, (2) meningkatnya birokrasi kapabel; dan (3) 
meningkatnya pelayanan publik yang prima. Sekretariat DPRD 

Kabupaten Pemalang mendukung tercapainya sasaran daerah 
meningkatnya pelayanan publik yang prima dengan indikator 

kinerja rata–rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa visi, misi, program 

RPJMD 2021-2026 merupakan target capaian yang menjadi 
keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh 
Bupati dan Wakil Bupati Pemalang dalam 5 (lima) tahun ke depan. 

Dengan berpedoman pada RPJMD maka Sekretariat DPRD 
Kabupaten Pemalang sesuai tugas dan fungsinya bertanggung 

jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi 
dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian 

program prioritas. Dalam pelaksanaan program Sekretariat DPRD 
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Kabupaten Pemalang tentunya terdapat faktor penghambat dan 
pendorong dalam urusan pelayanan pada Sekretariat DPRD 

Kabupaten Pemalang, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini : 
 

Tabel 3.2 
Telaah Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati 

Misi/Program 

Prioritas 
Tupoksi Permasalahan Penghambat Pendorong 

Visi : Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni 

Mewujudkan 
penyelenggara

an tata kelola 

pemerintahan 

yang baik dan 

bersih 

Menyelenggara
kan 

administrasi 

kesekretriatan 

dan keuangan, 

mendukung 
pelaksanaan 

tugas dan 

fungsi DPRD, 

serta 

menyediakan 

dan 
mengkoordina

sikan tenaga 

ahli yang 

diperlukan 

oleh DPRD 

dalam 
melaksanakan 

hak dan 

fungsinya 

sesuai dengan 

kebutuhan 

1. Belum optimalnya 
dukungan layanan 

kepada DPRD 

 

 

 
 

 

 

 

 

2. Belum optimalnya 
dukungan 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi pokok 

DPRD 

 

 
 

 

 

 

 
 

3. Belum optimalnya 

dukungan 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi lain 

DPRD 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
4. Belum optimalnya 

akuntabilitas 

kinerja 

 

 

 
 

 

1. Makin tingginya 
tuntutan terhadap 

peningkatan 

profesionalisme 

aparatur Sekretariat 

DPRD dalam rangka 
optimalisasi 

dukungan layanan 

penyelenggaraan 

tugas-tugas DPRD 

 

2. Cepatnya perubahan 
instrumen 

penyelenggaraan 

pemerintahan daerah 

dengan sering 

berubah-ubahnya 

peraturan-peraturan 
dari Pemerintah Pusat 

serta kurangnya 

kualitas/kompetensi 

dan kuantitas tenaga 

Legal Drafter 
 

3. Kurangnya 

kompetensi sumber 

daya aparatur 

Sekretariat DPRD 

dalam deteksi dini 
terhadap perubahan-

perubahan atas 

peraturan 

perundangan, 

kebutuhan 

masyarakat dan 
potensi yang dapat 

dikerjasamakan 

 

 

 
4. Belum dijabarkannya 

perencanaan kinerja 

dan proses bisnis 

pada dokumen 

penganggaran 

 
 

 

1. Adanya dukungan 
kebijakan, 

tersedianya 

anggaran dan 

tingginya komitmen 

organisasi dalam 
menyediakan 

dukungan layanan 

penyelenggaraan 

tugas-tugas DPRD 

 

2. Adanya tenaga ahli 
fraksi, kelompok 

pakar dan staf 

sekretariat fraksi 

yang mendukung 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi pokok 
DPRD 

 

 

 

 
 

3. Terbukanya peluang 

pengembangan 

kompetensi sumber 

daya aparatur 

Sekretariat DPRD 
dalam deteksi dini 

terhadap 

perubahan-

perubahan atas 

peraturan 

perundangan, 
kebutuhan 

masyarakat dan 

potensi yang dapat 

dikerjasamakan 

 
4. Adanya 

pendampingan dari 

PD terkait evaluasi 

SAKIP (Bagian 

Organisasi, 

Bappeda, 
Inspektorat) 
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Misi/Program 

Prioritas 
Tupoksi Permasalahan Penghambat Pendorong 

5. Belum optimalnya 
pelaksanaan 

reformasi birokrasi 

5. Belum maksimalnya 
pelaksanaan 

manajemen kinerja 

pemerintahan 

5. Adanya regulasi 
sebagai acuan 

pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi 

 

Berdasarkan analisa terhadap visi, misi dan program prioritas 
Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2021-2026 maka dapat 

ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi Sekretariat DPRD 
Kabupaten Pemalang. Faktor-faktor pendorong yang dapat 

meningkatkan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten 
Pemalang dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan 
untuk pencapaian visi, misi dan program prioritas pembangunan 

Kabupaten Pemalang, antara lain : 

1. Adanya dukungan kebijakan, tersedianya anggaran dan 

tingginya komitmen organisasi dalam menyediakan dukungan 
layanan penyelenggaraan tugas-tugas DPRD; 

2. Adanya tenaga ahli fraksi, kelompok pakar dan staf sekretariat 
fraksi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pokok 
DPRD; 

3. Terbukanya peluang pengembangan kompetensi sumber daya 
aparatur Sekretariat DPRD dalam deteksi dini terhadap 

perubahan-perubahan atas peraturan perundangan, 
kebutuhan masyarakat dan potensi yang dapat 

dikerjasamakan; 
4. Adanya pendampingan dari PD terkait evaluasi SAKIP (Bagian 

Organisasi, Bappeda, Inspektorat); 

5. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi. 

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja 
pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dalam 

mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi, 
misi, dan program prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang, 
antara lain : 

 
1. Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan 

profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dalam rangka 
optimalisasi dukungan layanan penyelenggaraan tugas-tugas 

DPRD; 
2. Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan 

dari Pemerintah Pusat serta kurangnya kualitas/kompetensi 
dan kuantitas tenaga Legal Drafter; 



 Sekretariat DPRD 
Kabupaten Pemalang 
 

 

 53 

3. Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD 
dalam deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas 

peraturan perundangan, kebutuhan masyarakat dan potensi 
yang dapat dikerjasamakan; 

4. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis 
pada dokumen penganggaran; 

5. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja 
pemerintahan.  
 

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri 

Telaahan terhadap Renstra Kemendagri dimaksudkan untuk 

menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara 
Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dengan Renstra 

Kemendagri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta 
tugas dan fungsinya masing-masing. 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 

Kemendagri merupakan kementerian yang menyelenggarakan 
urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu 

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Renstra 
Kemendagri tahun 2020-2024 ditetapkan dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri  Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana 
Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020–2024 yang 
menjadi paduan pelaksanaan tugas dalam jangka waktu tahun 

2020-2024. Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan, yaitu 
: (1) meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan indikator 

sasaran berupa Indeks Demokrasi Indonesia, tingkat partisipasi 
masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu, serta indeks kinerja 

ormas; (2) meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di 
daerah dengan indikator sasaran berupa Indeks ketahanan 
nasional gatra ideologi, Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM), 

Indeks ketahanan nasional gatra ekonomi, dan Indeks ketahanan 
nasional gatra sosial budaya; (3) meningkatnya kewaspadaan 

nasional dengan indikator sasaran berupa Indeks kewaspadaan 
nasional; (4) meningkatnya kualitas penyelenggaraan 

trantibumlinmas dengan indikator sasaran berupa jumlah daerah 
dengan Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas kategori baik, 
dan Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan 

trantibumlinmas; (5) meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM 
aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran 

berupa persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM 
aparatur minimal 20 JP per tahun, tingkat kapabilitas auditor 

Kemendagri, tingkat kapasitas PPUPD secara nasional, dan Indeks 
kepuasan stakeholders terhadap kinerja alumni; (6) meningkatnya 
harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan 
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indikator sasaran berupa Indeks kepatuhan penyusunan produk 
hukum daerah; (7) meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam 

negeri yang adaptif, profesional, proaktif dan inovatif dengan 
indikator sasaran berupa Indeks kinerja kepala daerah dan DPRD 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, nilai evaluasi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, persentase daerah yang 

memenuhi tahapan penerapan SPM, Indeks sinkronisasi 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, persentase desa 
dengan nilai Indeks penyelenggaraan pemerintahan desa kategori 

baik, rata-rata indeks pengelolaan keuangan daerah, persentase 
daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi, jumlah 

kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan 
kategori utama, Indeks pengawasan pemerintahan daerah, dan 

Indeks kapasitas Inspektorat Kabupaten; (8) terjaminnya hak-hak 
keperdataan setiap warganegara dalam aspek kependudukan dan 
tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan 

indikator sasaran berupa persentase cakupan layanan pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil, serta jumlah lembaga pengguna 

yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan 
nasional untuk pelayanan publik; (9) meningkatkan tata kelola 

penyelenggaraan kewilayahan dengan indikator sasaran berupa 
Indeks tata kelola penyelenggaraan kewilayahan; (10) meningkatnya 
kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri dengan 

indikator sasaran berupa IRB; (11) terwujudnya Kemendagri yang 
akuntabel dan berintegritas dengan indikator sasaran berupa 

Indeks pengawasan internal dan Indeks penanganan pemeriksaan 
khusus; dan (12) meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan 

pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan 
di lingkungan Kemendagri dengan indikator sasaran berupa 
persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan 

masukan kebijakan. 

Sasaran dari Kemendagri yang dapat didukung oleh tupoksi 

Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang adalah meningkatnya tata 
kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif 

dan inovatif dengan salah satu indikator sasaran berupa Indeks 
kinerja DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Untuk melihat peran Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang 

dalam rangka mendukung sasaran Renstra Kemendagri perlu 
dilakukan analisis atau telaah dengan tupoksi Sekretariat DPRD 

Kabupaten Pemalang sebagai berikut : 
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Tabel 3.3. 
Telaah Renstra Kemendagri  

Renstra 

Kemendagri 

(sasaran) 

Tupoksi Permasalahan Penghambat Pendorong 

Renstra Kemendagri 

Indeks kinerja 
DPRD dalam 

penyelenggara

an 

pemerintahan 

daerah 

Menyelenggarakan 
administrasi 

kesekretriatan dan 

keuangan, 

mendukung 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi DPRD, 
serta menyediakan 

dan 

mengkoordinasikan 

tenaga ahli yang 

diperlukan oleh 

DPRD dalam 
melaksanakan hak 

dan fungsinya 

sesuai dengan 

kebutuhan 

1. Belum 
optimalnya 

dukungan 

layanan kepada 

DPRD 

 

 
 

 

 

 

2. Belum 

optimalnya 
dukungan 

pelaksanaan 

tugas dan fungsi 

pokok DPRD 

 
 

 

 

 

 

 
 

3. Belum 

optimalnya 

dukungan 

pelaksanaan 
tugas dan fungsi 

lain DPRD 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. Makin tingginya 
tuntutan terhadap 

peningkatan 

profesionalisme 

aparatur Sekretariat 

DPRD dalam rangka 

optimalisasi 
dukungan layanan 

penyelenggaraan 

tugas-tugas DPRD 

 

2. Cepatnya perubahan 

instrumen 
penyelenggaraan 

pemerintahan 

daerah dengan 

sering berubah-

ubahnya peraturan-
peraturan dari 

Pemerintah Pusat 

serta kurangnya 

kualitas/kompetensi 

dan kuantitas 

tenaga Legal Drafter 
 

3. Kurangnya 

kompetensi sumber 

daya aparatur 

Sekretariat DPRD 
dalam deteksi dini 

terhadap 

perubahan-

perubahan atas 

peraturan 

perundangan, 
kebutuhan 

masyarakat dan 

potensi yang dapat 

dikerjasamakan 

1. Adanya dukungan 
kebijakan, tersedianya 

anggaran dan 

tingginya komitmen 

organisasi dalam 

menyediakan 

dukungan layanan 
penyelenggaraan 

tugas-tugas DPRD 

 

 

2. Adanya tenaga ahli 

fraksi, kelompok 
pakar dan staf 

sekretariat fraksi yang 

mendukung 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi pokok 
DPRD 

 

 

 

 

 
 

3. Terbukanya peluang 

pengembangan 

kompetensi sumber 

daya aparatur 
Sekretariat DPRD 

dalam deteksi dini 

terhadap perubahan-

perubahan atas 

peraturan 

perundangan, 
kebutuhan 

masyarakat dan 

potensi yang dapat 

dikerjasamakan 

 

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman 
dan nyaman, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, yang mana 

didalamnya diatur tentang pemanfaatan Kabupaten Pemalang 
sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan 
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tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten 
Pemalang. Penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan 

ruang daerah berbasis pertanian yang didukung oleh sektor 
perdagangan dan industri dalam sistem wilayah terpadu dan 

berkelanjutan. Adapun kebijakan yang diambil, meliputi : (1) 
pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan 

dan pemerataan perkembangan wilayah; (2) pengembangan 
prasarana daerah; (3) pengendalian alih fungsi lahan pertanian 
produktif; (4) pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar 

tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan 
hidup; (5) pengembangan kawasan perdagangan yang mampu 

menjadi pusat pemasaran hasil komoditas daerah; (6) 
pengembangan industri; (7) pengoptimalan pengembangan 

kawasan pesisir; (8) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan 
dan keamanan; dan (9) pengembangan kawasan strategis daerah. 

Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, 

Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang tidak memiliki program, 
kegiatan dan sub kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak 

ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas. 
Hasil telaahan tersebut adalah Nihil. 

 

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang 
sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa 

prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan 
terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau 

Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Secara prinsip, 
sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat 

sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip 
Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP 

yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah 
daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan 

hidup dan pembangunan berkelanjutan.  

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-

2026 disertai juga dengan penyusunan KLHS-RPJMD agar KRP 
yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga 
pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun 

mendatang. Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Pemalang 
Tahun 2021-2026 dilakukan dengan partispasi para stakeholders 

meliputi Perangkat Daerah, masyarakat (komunitas, Badan 
Koordinasi Masyarakat (BKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
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Kelurahan (LPMK)) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat 
merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku 

kepentingan.  

Terkait dengan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, 

Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang tidak memiliki program, 
kegiatan dan sub kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak 

ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas. 
Hasil telaahan tersebut adalah Nihil.  

 

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis  

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus 

diperhatikan dalam pelayanan administrasi dan pemberian 
dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD karena dampaknya 

yang signifikan di masa depan. Hasil analisis terhadap gambaran 
pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, telaah visi misi 

dan program prioritas Bupati, dan telaah Renstra Kemendagri yang 
meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan 
yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis 

Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang yaitu “Perlu 
ditingkatkannya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Sekretariat DPRD 
Kabupaten Pemalang 
 

 

 58 

BAB IV 
TUJUAN DAN SASARAN 

 

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD 

Kabupaten Pemalang   
Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dalam menghadapi 

tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata 
pemerintahan yang baik (good governance)  perlu berpacu untuk 
menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya 

tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan 
pemerintahan yang bersih dan mampu bersaing, maka Sekretariat 

DPRD Kabupaten Pemalang harus terus melakukan perubahan ke 
arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut 

harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan 
komprehensif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.  

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas memberikan 
pelayanan administrasi dan dukungan terhadap tugas dan fungsi 
DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang  secara proaktif 

berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 
dan bersih melalui peningkatan pelayanan publik yang prima. 

4.1.1 Tujuan 

Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang mempunyai tujuan 

jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2021–2026, 
yaitu “Meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD yang prima” 
yang diukur dengan indikator Indeks Kepuasan DPRD terhadap 

layanan Sekretariat DPRD yang merupakan hasil survei kepuasan 
DPRD. 

4.1.2 Sasaran 

Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang mempunyai sasaran 

jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2021–2026, 
yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD” yang 
diukur dengan indikator Cakupan layanan Sekretariat DPRD 

dengan rumusan rerata dari persentase dukungan pelaksanaan 
tugas fungsi pokok DPRD yang tersedia, persentase dukungan 

pelaksanaan tugas fungsi lain DPRD yang tersedia dan persentase 
layanan kepada DPRD yang tersedia. 

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat 
DPRD Kabupaten Pemalang dan indikator kinerja beserta target 
yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang 

No Tujuan Sasaran 
Indikator Tujuan / 

Sasaran 
Satuan 

Kondisi 

Awal 
Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Kondisi 

Akhir 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 Meningkatkan 

pelayanan 

Sekretariat 

DPRD yang 
prima 

 Indeks kepuasan 

DPRD terhadap 

layanan 

Indeks 81,25 82,25 85,25 87,25 90,25 92,25 92,25 88,25 

2  Meningkatnya 

kualitas pelayanan 
Sekretariat DPRD 

Cakupan layanan 

Sekretariat DPRD 

% 75,01 76,72 77,81 79,38 80,97 82,33 83,82 80,17 
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BAB V 
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah 

tindakan yang diambil oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang 
guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi 

dan kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dapat 
dijabarkan sebagai berikut : 

Tabel 5.1 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 
Visi : Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni 

Misi  2 : Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih  

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatkan 

pelayanan 
Sekretariat 

DPRD yang 

prima 

Meningkatnya 

kualitas 
pelayanan 

Sekretariat 

DPRD 

1. Meningkatkan 

penyediaan kebutuhan 
perkantoran yang 

memperlancar 

pelaksanaan tugas 

 

1.1 Penyediaan perencanaan yang 

berkualitas dan pelaksanaan 
evaluasi kinerja yang efektif 

dan obyektif 

1.2 Penyediaan sarana prasarana 

kantor, kebutuhan 

kepegawaian, keuangan, dan 

administrasi pelayanan 

  2. Meningkatkan 

penyediaan dukungan 
layanan kepada DPRD 

 

2.1. Peningkatan layanan 

keuangan dan kesejahteraan 
DPRD 

2.2. Peningkatan kualitas 

layanan administrasi DPRD 

  3. Meningkatkan 

penyediaan dukungan 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi pokok DPRD 

3.1. Peningkatan kualitas 

penyusunan, pembahasan 

dan pengkajian Raperda 

Inisiatif Legislatif / Eksekutif 

dan Peraturan DPRD secara 

tepat waktu 
3.2. Peningkatan kualitas 

pembahasan kebijakan 

anggaran sesuai aturan yang 

berlaku 

3.3. Peningkatan kualitas 
pelaksanaan pengawasan 

penyelenggaraan 

pemerintahan  

3.4. Peningkatan kualitas 

penyusunan dan 

pengawasan kode etik DPRD 
3.5. Peningkatan layanan untuk 

kunjungan kerja, kualitas 

kinerja DPRD, fasilitasi 

tugas badan musyawarah 

dan pimpinan DPRD 

  4. Meningkatkan 

penyediaan dukungan 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lain DPRD 

4.1. Peningkatan keikutsertaan 

bimtek, penyediaan tenaga 

ahli fraksi, kelompok pakar 

4.2. Peningkatan kualitas reses 
dan penyusunan Pokir 

4.3. Peningkatan kualitas 

pembahasan kerjasama 

daerah  
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Visi : Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni 

Misi  2 : Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih  

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

4.4. Peningkatan kualitas 

penyelenggaraan 

keprotokolan DPRD dan 

Sekretariat DPRD dalam 

publikasi program/kegiatan 

DPRD 
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BAB V 
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah 

tindakan yang diambil oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang 
guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi 

dan kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dapat 
dijabarkan sebagai berikut : 

Tabel 5.1 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 
Visi : Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni 

Misi  2 : Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih  

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatkan 

pelayanan 
Sekretariat 

DPRD yang 

prima 

Meningkatnya 

kualitas 
pelayanan 

Sekretariat 

DPRD 

5. Meningkatkan 

penyediaan kebutuhan 
perkantoran yang 

memperlancar 

pelaksanaan tugas 

 

1.3 Penyediaan perencanaan yang 

berkualitas dan pelaksanaan 
evaluasi kinerja yang efektif 

dan obyektif 

1.4 Penyediaan sarana prasarana 

kantor, kebutuhan 

kepegawaian, keuangan, dan 

administrasi pelayanan 

  6. Meningkatkan 

penyediaan dukungan 
layanan kepada DPRD 

 

6.1. Peningkatan layanan 

keuangan dan kesejahteraan 
DPRD 

6.2. Peningkatan kualitas 

layanan administrasi DPRD 

  7. Meningkatkan 

penyediaan dukungan 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi pokok DPRD 

7.1. Peningkatan kualitas 

penyusunan, pembahasan 

dan pengkajian Raperda 

Inisiatif Legislatif / Eksekutif 

dan Peraturan DPRD secara 

tepat waktu 
7.2. Peningkatan kualitas 

pembahasan kebijakan 

anggaran sesuai aturan yang 

berlaku 

7.3. Peningkatan kualitas 
pelaksanaan pengawasan 

penyelenggaraan 

pemerintahan  

7.4. Peningkatan kualitas 

penyusunan dan 

pengawasan kode etik DPRD 
7.5. Peningkatan layanan untuk 

kunjungan kerja, kualitas 

kinerja DPRD, fasilitasi 

tugas badan musyawarah 

dan pimpinan DPRD 

  8. Meningkatkan 

penyediaan dukungan 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi lain DPRD 

8.1. Peningkatan keikutsertaan 

bimtek, penyediaan tenaga 

ahli fraksi, kelompok pakar 

8.2. Peningkatan kualitas reses 
dan penyusunan Pokir 

8.3. Peningkatan kualitas 

pembahasan kerjasama 

daerah  



Sekretariat DPRD 
Kabupaten Pemalang 
 

 

 78 

Visi : Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni 

Misi  2 : Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih  

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

8.4. Peningkatan kualitas 

penyelenggaraan 

keprotokolan DPRD dan 

Sekretariat DPRD dalam 

publikasi program/kegiatan 

DPRD 
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BAB VII 
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh instansi dalam 
melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar 
dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan 
alat/media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan 

suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.   

Indikator kinerja akan memberikan rambu/sinyal mengenai 

apakah sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau 
dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang 

baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan 
indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai 
kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan sistem 

pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka 
kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan instansi 

pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa 
saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh 

lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun 
laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan 

komponen yang  sangat  krusial pada saat merencanakan kinerja.  

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah 
mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan 

apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan 
indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih 

meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari 
penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan 

dibuktikan secara objektif keberhasilannya.  

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja 
Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang yang mengacu pada tujuan 

dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung 
menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang 

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan 
sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan 

mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi 
Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang yang berkontribusi  
langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan 

awal RPJMD. 
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Tabel 7.1 

Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 

No Indikator Tujuan dan Sasaran OPD Satuan 

Kondisi kinerja 

pada awal 

periode RPJMD 

Tahun 2020 

Target capaian setiap tahun Kondisi 

kinerja pada 

akhir periode 

RPJMD 

Tahun 

2021 

Tahun 

2022 

Tahun 

2023 

Tahun 

2024 

Tahun 

2025 

Tahun 

2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan Indeks 81,25 82,25 85,25 87,25 90,25 92,25 92,25 88,25 

2 Cakupan layanan Sekretariat DPRD % 75,01 76,72 77,81 79,38 80,97 82,33 83,82 80,17 
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Tabel 7.2 
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD 

 

Tujuan Sasaran Kode 
Program, Kegiatan 
dan Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, Sasaran, 
Program, Kegiatan 

dan Sub Kegiatan  

Satuan 

Data 
Capaian 

pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

PenanggungJawab 
Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

Kondisi kinerja 
pada akhir 

periode Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Target Target Target Target Target Target Target  

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Meningkatkan 
pelayanan 

Sekretariat 
DPRD yang 
prima 

      

Indeks kepuasan 
DPRD terhadap 
layanan Sekretariat 
DPRD 

Indeks 81,25 82,25 85,25 87,25 90,25 92,25 92,25 88,25 Sekwan 

  

Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
Sekretariat 

DPRD 

    
Cakupan layanan 
Sekretariat DPRD 

% 75,01 76,72 77,81 79,38 80,97 82,33 83,82 80,17 Sekwan 

    4.02.01  

Program 
Penunjang Urursan 
Pemerintahan 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indeks Reformasi 
Birokrasi  

Indeks 50,99 51,05 51,6 52,2 52,75 53,25 53,55 52,40 Sekwan 

        

Nilai Sistem 

Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah  

Nilai 43,31 43,85 44,25 44,85 45,15 45,85 46,00 44,99 Sekwan 

        
Persentase layanan 
kepada DPRD yang 

tersedia 

% 100 100  100 100 100 100 100 100,00 Sekwan 

    
4.02.01
.2.01 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

                  0,00   
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Tujuan Sasaran Kode 
Program, Kegiatan 
dan Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, Sasaran, 
Program, Kegiatan 

dan Sub Kegiatan  

Satuan 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

PenanggungJawab 
Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

Kondisi kinerja 
pada akhir 

periode Renstra 
Perangkat 

Daerah 

Target Target Target Target Target Target Target  

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      Hasil Kegiatan 

Persentase dokumen 
perencanaan, 
penganggaran dan 
evaluasi kinerja 

perangkat daerah 
yang tersusun 

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00   

      Keluaran Kegiatan 

Jumlah dokumen 

perencanaan, 
penganggaran dan 
evaluasi kinerja 
perangkat daerah 
yang tersusun  

dokum
en 

10 10 10 10 10 10 10 10,00   

    
4.02.01.

2.01.01 

Penyusunan 
Dokumen 

Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen 
perencanaan 

perangkat daerah 
yang tersusun 

dokume

n 
3 3 3 3 3 3 3 3,00 

Kepala Subbagian 

Bina Program 

    
4.02.01.
2.01.02 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen RKA-
SKPD 

Jumlah dokumen 

RKA-SKPD yang 
tersusun 

dokume
n 

1 1 1 1 1 1 1 1,00 
Kepala Subbagian 

Bina Program 

    
4.02.01.
2.01.03 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen 
Perubahan RKA-

SKPD 

Jumlah dokumen 
perubahan RKA-SKPD 
yang tersusun 

dokume
n 

1 1 1 1 1 1 1 1,00 
Kepala Subbagian 

Bina Program 

    
4.02.01.

2.01.04 

Koordinasi dan 
Penyusunan DPA-
SKPD 

Jumlah DPA-SKPD 

yang tersusun 

dokume

n 
1 1 1 1 1 1 1 1,00 

Kepala Subbagian 

Bina Program 

    
4.02.01.
2.01.05 

Koordinasi dan 

Penyusunan 
Perubahan DPA-
SKPD 

Jumlah perubahan 
DPA-SKPD yang 
tersusun 

dokume
n 

1 1 1 1 1 1 1 1,00 
Kepala Subbagian 

Bina Program 

    
4.02.01.
2.01.06 

Koordinasi dan 

Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD 

Jumlah laporan 
capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD yang 
tersusun 

dokume
n 

2 2 2 2 2 2 2 2,00 
Kepala Subbagian 

Bina Program 
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Tujuan Sasaran Kode 
Program, Kegiatan 
dan Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, Sasaran, 
Program, Kegiatan 

dan Sub Kegiatan  

Satuan 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

PenanggungJawab 
Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

Kondisi kinerja 
pada akhir 

periode Renstra 
Perangkat 

Daerah 

Target Target Target Target Target Target Target  

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

    
4.02.01.
2.01.07 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah laporan 

evaluasi kinerja 
perangkat daerah 
yang tersusun 

dokume
n 

1 1 1 1 1 1 1 1,00 
Kepala Subbagian 

Bina Program 

    
4.02.01
.2.02  

Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

                  0,00 
Kepala Subbagian 

Bina Program 

      Hasil Kegiatan 

Persentase laporan 
keuangan perangkat 
daerah yang 
tersusun 

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00   

      Keluaran Kegiatan 

Jumlah laporan 

keuangan perangkat 
daerah yang 
tersusun 

dokum
en 

15 15 15 15 15 15 15 15,00   

    
4.02.01.

2.02.01 

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN 

Jumlah ASN yang 
dibayar gaji dan 
tunjangan 

orang/b

ulan 
50 50 50 50 50 50 50 50,00 

Kepala Subbagian 

Bina Program 

    
4.02.01.
2.02.03 

Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikas
i Keuangan SKPD 

Jumlah pejabat 
penatausahaan dan 

verifikasi keuangan 
SKPD yang 
terfasilitasi  

orang/b
ulan 

0 7 7 7 7 7 7 7,00 
Kepala Subbagian 

Bina Program 

    
4.02.01.

2.02.05  

Koordinasi dan 
Penyusunan 

Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD 

Jumlah laporan 

keuangan akhir tahun 
SKPD yang 
disusunJumlah 
laporan keuangan 
akhir tahun SKPD 

yang tersusun 

dokume

n 
1 1 1 1 1 1 1 1,00 

Kepala Subbagian 

Bina Program 

    
4.02.01.

2.02.07 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulana
n/Semesteran 
SKPD 

Jumlah laporan 
keuangan 
bulanan/triwulanan/s
emesteran SKPD yang 
disusun  

dokume

n 
12 12 12 12 12 12 12 12,00 

Kepala Subbagian 

Bina Program 
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Tujuan Sasaran Kode 
Program, Kegiatan 
dan Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, Sasaran, 
Program, Kegiatan 

dan Sub Kegiatan  

Satuan 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

PenanggungJawab 
Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

Kondisi kinerja 
pada akhir 

periode Renstra 
Perangkat 

Daerah 

Target Target Target Target Target Target Target  

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

    
4.02.01.
2.02.08  

Penyusunan 
Pelaporan dan 
Analisis Prognosis 

Realisasi Anggaran 

Jumlah laporan 
prognosis realisasi 
anggaran yang 

disusun  

dokume
n 

2 2 2 2 2 2 2 2,00 
Kepala Subbagian 

Bina Program 

    
4.02.01
.2.03  

Administrasi 
Barang Milik 
Daerah pada 

Perangkat Daerah 

        2 2 2 2 2 1,67   

      Hasil Kegiatan 

Persentase aktivitas 

administrasi barang 
milik daerah pada 
Perangkat Daerah 
yang akuntabel 

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00   

      Keluaran Kegiatan 

Jumlah dokumen 

administrasi barang 
milik daerah yang 
tersusun  

dokum
en 

2 2 2 2 2 2 2 2,00   

    
4.02.01.

2.03.01 

Penyusunan 
Perencanaan 

Kebutuhan Barang 
Milik Daerah SKPD 

Jumlah dokumen 
perencanaan 
kebutuhan barang 
milik daerah SKPD 
(RKBU) yang tersusun 

dokume

n 
NA 0 1 1 1 1 1 1,00 

Kepala Subbagian 
Rumah Tangga 

dan Perlengkapan 

    
4.02.01.

2.03.02 

Pengamnan Barang 

Milik Daerah 

Jumlah barang milik 
daerah yang 

dilakukan 
pengamanan 

unit 2 2 2 2 2 2 2 2,00 
Kepala Subbagian 

Rumah Tangga 
dan Perlengkapan 

    
4.02.01.
2.03.04 

Pembinaan, 
Pengawasan, dan 

Pengendalian 
Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

Jumlah laporan 

barang milik daerah 
SKPD yang tersusun 

dokume
n 

Na 0 1 1 1 1 1 1,00 

Kepala Subbagian 

Rumah Tangga 
dan Perlengkapan 

    
4.02.01
.2.05  

Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

                  0,00   



 Sekretariat DPRD 
Kabupaten Pemalang 
 

 

 
85 

Tujuan Sasaran Kode 
Program, Kegiatan 
dan Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, Sasaran, 
Program, Kegiatan 

dan Sub Kegiatan  

Satuan 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

PenanggungJawab 
Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

Kondisi kinerja 
pada akhir 

periode Renstra 
Perangkat 

Daerah 

Target Target Target Target Target Target Target  

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      Hasil Kegiatan 

Persentase aktivitas 
administrasi 
kepegawaian 
Perangkat Daerah 

yang sesuai ketentuan 

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00   

      Keluaran Kegiatan 
Jumlah pegawai yang 
mengikuti kegiatan 
peningkatan kapasitas 

orang 80 40 40 40 40 40 40 40,00   

    
4.02.01.
2.05.02  

Pengadaan Pakaian 

Dinas Beserta 
Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah pakaian dinas 
yang tersedia 

stel 60 60 80 60 60 60 60 63,33 

Kepala 

SubbagianTata 
Usaha dan 

Kepegawaian 

    
4.02.01.
2.05.03  

Pendataan dan 
Pengolahan 
Administrasi 

Kepegawaian  

Jumlah database 

Pendataan dan 
Pengolahan 
Administrasi 
Kepegawaian yang 
dilaksanakan 

databas
e 

0 5 0 0 0 0 0 0,83 

Kepala 
SubbagianTata 

Usaha dan 
Kepegawaian 

    
4.02.01.

2.05.04 

Koordinasi dan 

pelaksanaan sistem 
informasi 

kepegawaian  

JumlahKoordinasi 
dan pelaksanaan 
sistem informasi 
kepegawaian yang 

dilaksanakan  

kegiata

n 
0 5 0 0 0 0 0 0,83 

Kepala 
SubbagianTata 

Usaha dan 
Kepegawaian 

    
4.02.01.
2.05.11  

Bimbingan Teknis 
Implementasi 
Peraturan 

Perundang-
Undangan 

Jumlah pegawai yang 
mengikuti Bimtek 
Implementasi 

Peraturan Perundang-
undangan 

orang 80 40 40 40 40 40 40 40,00 

Kepala 
SubbagianTata 

Usaha dan 
Kepegawaian 

    
4.02.01
.2.06 

Administrasi 

Umum Perangkat 
Daerah 

                  0,00   

      Hasil Kegiatan 

Persentase layanan 
administrasi umum 
perangkat daerah 
yang tersedia  

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00   
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Tujuan Sasaran Kode 
Program, Kegiatan 
dan Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, Sasaran, 
Program, Kegiatan 

dan Sub Kegiatan  

Satuan 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

PenanggungJawab 
Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

Kondisi kinerja 
pada akhir 

periode Renstra 
Perangkat 

Daerah 

Target Target Target Target Target Target Target  

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      Keluaran Kegiatan 

Jumlah layanan 

administrasi umum 
perangkat daerah 
yang tersedia  

Layana
n 

8 8 8 8 8 8 8 8,00   

    
4.02.01.
2.06.01  

Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jenis komponen 
instalasi 
listrik/penerangan 

bangunan kantor yang 
tersedia 

jenis/b
ulan 

15 jenis, 12 
bln 

20 20 20 20 20 20 20,00 
Kepala Subbagian 

Rumah Tangga 

dan Perlengkapan 

    
4.02.01.
2.06.02 

Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah peraltan dan 
perlengkapan kantor 

yang disediakan 

unt 5 5 5 5 5 5 5 5,00 
Kepala Subbagian 

Rumah Tangga 

dan Perlengkapan 

    
4.02.01.
2.06.04 

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Jenis bahan logistik 
kantor yang tersedia 

jenis/b
ulan 

2 2 2 2 2 2 2 2,00 

Kepala 

SubbagianTata 
Usaha dan 

Kepegawaian 

    
4.02.01.

2.06.05  Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jenis barang cetakan 

yang tersedia 

jenis/b

ulan 
11 11 11 11 11 11 11 11,00 

Kepala 
SubbagianTata 

Usaha dan 
Kepegawaian 

      
Jumlah penggandaan 

yang tersedia 
lembar 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 42500,00   

    
4.02.01.
2.06.06  

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Jumlah peraturan 
perundang-undangan 
yang tersedia 

buku 5 15 15 15 15 15 15 15,00 
Kepala Subbgaian 

Perundang-
Undangan 

      
Jenis surat kabar 
yang tersedia 

jenis/b
ulan 

3 3 3 3 3 3 3 3,00   

    
4.02.01.

2.06.08  

Fasilitasi 

Kunjungan Tamu 

Jumlah tamu yang 

terfasilitasi 
orang 150 50 800 900 1000 1000 1000 791,67 

Kepala Subbgaian 
Humas dan 

Protokol 

    
4.02.01.
2.06.09  

Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah rapat 
koordinasi dan 
konsultasi SKPD yang 
terfasilitasi 

kegiata
n 

15 15 15 15 15 15 15 15,00 

Kepala 
SubbagianTata 

Usaha dan 
Kepegawaian 
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Tujuan Sasaran Kode 
Program, Kegiatan 
dan Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, Sasaran, 
Program, Kegiatan 

dan Sub Kegiatan  

Satuan 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

PenanggungJawab 
Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

Kondisi kinerja 
pada akhir 

periode Renstra 
Perangkat 

Daerah 

Target Target Target Target Target Target Target  

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

    
4.02.01.
2.06.10  

Penatausahaan 
Arsip Dinamis pada 
SKPD 

Jenis arsip dinamis 
SKPD yang tertata 

Jenis 0 12 5 12 12 12 12 10,83 

Kepala 

SubbagianTata 
Usaha dan 

Kepegawaian 

    
4.02.01
.2.07  

Pengadaan Barang 
Milik Daerah 

Penunjang Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

                      

      Hasil Kegiatan 
Persentase barang 
milik daerah yang 
tersedia 

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00   

      Keluaran Kegiatan 
Jumlah barang milik 
daerah yang tersedia 

unit 11 11 10 11 11 11 11 10,83   

    
4.02.01.

2.07.01 

Pengadaan 

Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah kendaraan 

perorangan 
dinas/kendaraan 
dinas jabatan yang 
tersedia 

unit 3 0 3 3 3 3 3 2,50 
Kepala Subbagian 

Rumah Tangga 
dan Perlengkapan 

    
4.02.01.

2.07.02 

Pengadaan 
Kendaraan Dinas 

Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah kendaraan 
dinas 

operasional/lapangan 
yang tersedia 

unit 2 0 1 1 1 1 1 0,83 
Kepala Subbagian 

Rumah Tangga 
dan Perlengkapan 

    
4.02.01.
2.07.04 

Pengadaan Alat 
Angkutan Darat 
Tak Bermotor 

Jumlah alat angkutan 
darat tak bermotor 
yang tersedia 

Unit 0 0 2 2 2 2 2 1,67 
Kepala Subbagian 

Rumah Tangga 
dan Perlengkapan 

    
4.02.01.
2.07.05 

Pengadaan Mebel 
Jumlah mebel yang 
tersedia 

unit 0 0   1 1 1 1 0,67 

Kepala Subbagian 

Rumah Tangga 
dan Perlengkapan 

    
4.02.01.
2.07.06 

Pengadaan 
Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Jumlah peralatan dan 
mesin lainnya yang 

tersedia 

unit 2 4 2 2 2 2 2 2,33 
Kepala Subbagian 

Rumah Tangga 

dan Perlengkapan 
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Tujuan Sasaran Kode 
Program, Kegiatan 
dan Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, Sasaran, 
Program, Kegiatan 

dan Sub Kegiatan  

Satuan 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

PenanggungJawab 
Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

Kondisi kinerja 
pada akhir 

periode Renstra 
Perangkat 

Daerah 

Target Target Target Target Target Target Target  

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

    
4.02.01.
2.07.07 

Pengadaan aset 
tetap lainnya 

Jumlah aset tetap 
lainnya yang tersedia 

unit 2 2 0 0 0 0 0 0,33 

Kepala Subbagian 

Rumah Tangga 
dan Perlengkapan 

    
4.02.01.

2.07.10 

Pengadaan sarana 
dan prasarana 

gedung kantor atau 
bangunan lainnya 

Jumlah sarana dan 
prasarana gedung 

kantor atau bangunan 
lainnya yang tersedia 

unit 2 5 2 2 2 2 2 2,50 
Kepala Subbagian 

Rumah Tangga 
dan Perlengkapan 

    
4.02.01
.2.08 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

                  0,00   

      Hasil Kegiatan 

Persentase jasa 
penunjang urusan 
pemerintahan daerah 
yang tersedia 

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00   

      Keluaran Kegiatan 

Jumlah jasa 
penunjang urusan 
pemerintahan daerah 
yang tersedia 

Jasa 3 3 3 3 3 3 3 3,00   

    
4.02.01.
2.08.01 

Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Jumlah surat dinas 
yang terkirim 

surat 3.500 2.400 3.000 2.500 2.400 2.300 2.200 2466,67 

Kepala 
SubbagianTata 

Usaha dan 
Kepegawaian 

    
4.02.01.
2.08.02  

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 

dan Listrik 

Jumlah rekening jasa 

sumber daya yang 
dibayar tiap bulan 

jenis/b
ulan 

4 4 4 4 4 4 4 4,00 

Kepala Subbagian 

Rumah Tangga 
dan Perlengkapan 

    
4.02.01.

2.08.04 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah tenaga non 

ASN yang dibayar 

orang/b

ulan 
25 25 25 25 25 25 25 25,00 

Kepala 
SubbagianTata 

Usaha dan 
Kepegawaian 

    
4.02.01
.2.09 

Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah 

                  0,00   
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Tujuan Sasaran Kode 
Program, Kegiatan 
dan Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, Sasaran, 
Program, Kegiatan 

dan Sub Kegiatan  

Satuan 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

PenanggungJawab 
Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

Kondisi kinerja 
pada akhir 

periode Renstra 
Perangkat 

Daerah 

Target Target Target Target Target Target Target  

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      Hasil Kegiatan 
Persentase barang 
milik daerah yang 
terpelihara 

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00   

      Keluaran Kegiatan 

Jumlah barang milik 

daerah yang 
terpelihara 

unit 52 44 44 44 44 44 44 44,00   

    
4.02.01.

2.09.01  

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan 
dan Pajak 

Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah kendaraan 
perorangan dinas atau 
kendaraan dinas 
jabatan yang berizin 
dan terpelihara 

unit 7 10 10 10 10 10 10 10,00 
Kepala Subbagian 

Rumah Tangga 
dan Perlengkapan 

    
4.02.01.

2.09.02  

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 

Biaya 
Pemeliharaan, 
Pajak, dan 
Perizinan 
Kendaraan Dinas 

Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah kendaraan 
dinas operasional atau 

lapangan yang berizin 
dan terpelihara 

unit 15 15 15 15 15 15 15 15,00 
Kepala Subbagian 

Rumah Tangga 
dan Perlengkapan 

    
4.02.01.

2.09.05 
Pemeliharaan Mebel 

Jumlah mebel yang 

terpelihara 
unit 3 2 2 2 2 2 2 2,00 

Kepala Subbagian 
Rumah Tangga 

dan Perlengkapan 

    
4.02.01.
2.09.06 

Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah peralatan dan 
mesin lainnya yang 
terpelihara 

unit 25 15 15 15 15 15 15 15,00 
Kepala Subbagian 

Rumah Tangga 
dan Perlengkapan 

    
4.02.01.
2.09.09 

Pemeliharaan/Reha
bilitasi Gedung 
Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

Jumlah gedung 
kantor/bangunan 
lainnya yang 

terpelihara 

unit 2 2 2 2 2 2 2 2,00 

Kepala Subbagian 

Rumah Tangga 
dan Perlengkapan 



 Sekretariat DPRD 
Kabupaten Pemalang 
 

 

 
90 

Tujuan Sasaran Kode 
Program, Kegiatan 
dan Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, Sasaran, 
Program, Kegiatan 

dan Sub Kegiatan  

Satuan 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

PenanggungJawab 
Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

Kondisi kinerja 
pada akhir 

periode Renstra 
Perangkat 

Daerah 

Target Target Target Target Target Target Target  

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

    
4.02.01

.2.15 

Layanan Keuangan 
dan Kesejahteraan 
DPRD 

Jumlah layanan 
keuangan dan 
kesejahteraan DPRD 
yang tepat waktu 
dan sesuai ketentuan  

                    

      Hasil Kegiatan 

Persentase layanan 
keuangan dan 
kesejahteraan DPRD 
yang tersedia 

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00   

      Keluaran Kegiatan 

Jumlah layanan 
keuangan dan 

kesejahteraan DPRD 
yang tersedia 

Layana

n 
3 3 3 3 3 3 3 3,00   

    
4.02.01.
2.15.01  

Penyelenggaraan 
Administrasi 
Keuangan DPRD 

Jumlah anggota DPRD 
yang disediakan gaji 
dan tunjangan 

orang/b
ulan 

50 50 50 50 50 50 50 50,00 
Kepala Subbagian 

Bina Program 

    
4.02.01.
2.15.02  

Penyediaan Pakaian 
Dinas dan Atribut 

DPRD 

Jumlah pakaian dinas 
dan atribut DPRD 

yang tersedia 

stel 100 100 100 100 100 100 100 100,00 

Kepala 
SubbagianTata 

Usaha dan 
Kepegawaian 

    
4.02.01.
2.15.03  

Pelaksanaan 
Medical Check Up 
DPRD 

Jumlah anggota DPRD 
yang mengikuti 
medical check up 

orang 12 50 50 50 50 50 50 50,00 
Kepala Subbgaian 

Humas dan 
Protokol 

    
4.02.01
.2.16 

Layanan 
Administrasi DPRD 

                  0,00   

      Hasil Kegiatan 

Persentase layanan 

administrasi DPRD 
yang tersedia 

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00   

      Keluaran Kegiatan 
Jumlah layanan 
administrasi DPRD 
yang tersedia 

Layana
n 

3 4 4 4 4 4 4 4,00   



 Sekretariat DPRD 
Kabupaten Pemalang 
 

 

 
91 

Tujuan Sasaran Kode 
Program, Kegiatan 
dan Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, Sasaran, 
Program, Kegiatan 

dan Sub Kegiatan  

Satuan 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

PenanggungJawab 
Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

Kondisi kinerja 
pada akhir 

periode Renstra 
Perangkat 

Daerah 

Target Target Target Target Target Target Target  

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

    
4.02.01.
2.16.01 

Penyelenggaraan 
Administrasi 

Keanggotaan DPRD 

Jumlah administrasi 
keanggotaan DPRD 

yang tersusun  

databas
e 

0 5 5 5 5 5 5 5,00 
Kepala Subbgaian 

Perundang-

Undangan 

    
4.02.01.

2.16.02 

Fasilitasi Fraksi 

DPRD 

Jumlah fraksi DPRD 

yang terfasilitasi 

Fraksi/
Kegiata
n 

31 35 35 35 35 35 35 35,00 
Kepala Subbagian 

Rumah Tangga 
dan Perlengkapan 

    
4.02.01.

2.16.03 

Fasilitasi Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi DPRD 

Jumlah rapat 
koordinasi dan 

konsultasi DPRD yang 
terfasilitasi 

kegiata

n 
15 15 15 15 15 15 15 15,00 

Kepala Subbgaian 

Rapat dan Risalah 

    
4.02.01.

2.16.04 

Penyediaan 
Kebutuhan Rumah 
Tangga DPRD 

Jenis kebutuhan 
rumah tangga DPRD 
yang tersedia 

jenis/b

ulan 
3 3 3 3 3 3 3 3,00 

Kepala Subbagian 
Rumah Tangga 

dan Perlengkapan 

    4.02.02 
Program Dukungan 
Pelaksanaan Tugas 
dan Fungsi DPRD 

Persentase dukungan 

pelaksanaan tugas 
dan fungsi pokok 
DPRD yang tersedia 

% 82,33 73,85 74,12 75,45 76,65 78,15 80,15 76,40   

        

Persentase dukungan 

pelaksanaan tugas 
dan fungsi lain DPRD 
yang tersedia 

% 56,93 86,15  86,85 87,45 88,05 88,68 89,15 0,00   

    
4.02.02
.2.01 

Pembentukan 

Peraturan Daerah 
dan Peraturan 
DPRD 

                  0,00   

      Hasil Kegiatan 

Persentase Perda dan 

Peraturan DPRD 
yang ditetapkan  

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00   

      Keluaran Kegiatan 
Jumlah Perda dan 
Peraturan DPRD 
yang ditetapkan  

Peratur
an 
Daerah 

15 15 15 15 15 15 15 15,00   

          

Keputu

san 
DPRD 

22 22 22 22 22 22 22 22,00   
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Tujuan Sasaran Kode 
Program, Kegiatan 
dan Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, Sasaran, 
Program, Kegiatan 

dan Sub Kegiatan  

Satuan 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

PenanggungJawab 
Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

Kondisi kinerja 
pada akhir 

periode Renstra 
Perangkat 

Daerah 

Target Target Target Target Target Target Target  

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

    
4.02.02.

2.01.01 

Penyusunan dan 
Pembahasan 
Program 
Pembentukan 
Peraturan Daerah 

Jumlah Program 
Pembentukan 

Peraturan Daerah 
yang tersusun 

dokume

n 
NA 3 3 3 3 3 3 3,00 

Kepala Subbgaian 
Perundang-
Undangan 

    
4.02.02.
2.01.02 

Pembahasan 
Rancangan 
Peraturan Daerah 

Jumlah Raperda yang 
dibahas 

dokume
n 

19 15 15 15 15 15 15 15,00 
Kepala Subbgaian 

Perundang-
Undangan 

    
4.02.02.
2.01.03 

Penyelenggaraan 

Kajian Perundang-
Undangan 

Jumlah peserta yang 

mengikuti kajian 
perundang-undangan 

orang NA 0 6 6 6 6 6 5,00 

Kepala Subbgaian 

Perundang-
Undangan 

    
4.02.02.
2.01.04 

Fasilitasi 
Penyusunan 

Penjelasan/Keteran
gan dan/atau 
Naskah Akademik 

Jumlah Naskah 

Akademik yang 
terfasilitasi 

dokume
n 

NA 15 15 15 15 15 15 15,00 

Kepala Subbgaian 

Perundang-
Undangan 

    
4.02.02.
2.01.05  

Penyusunan Tata 
Tertib DPRD 

Jumlah Peraturan 

DPRD tentang tata 
tertib DPRD yang 
tersusun 

dokume
n 

NA 1 1 1 1 1 1 1,00 
Kepala Subbgaian 

Perundang-

Undangan 

    
4.02.02
.2.02 

Pembahasan 
Kebijakan 

Anggaran 

                      

      Hasil Kegiatan 
Persentase kebijakan 
anggaran yang 

dibahas 

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00   

      Keluaran Kegiatan 
Jumlah kebijakan 
anggaran yang 
dibahas 

kebijak
an 

6 kebijakan 6 6 6 6 6 6 6,00   

    
4.02.02.
2.02.01 

Pembahasan KUA 
dan PPAS 

Jumlah kebijakan 

KUA PPAS yang 
dibahas 

kebijak
an 

NA 1 1 1 1 1 1 1,00 
Kepala Subbgaian 
Rapat dan Risalah 
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Tujuan Sasaran Kode 
Program, Kegiatan 
dan Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, Sasaran, 
Program, Kegiatan 

dan Sub Kegiatan  

Satuan 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

PenanggungJawab 
Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

Kondisi kinerja 
pada akhir 

periode Renstra 
Perangkat 

Daerah 

Target Target Target Target Target Target Target  

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

    
4.02.02.
2.02.02 

Pembahasan 
Perubahan KUA 
dan Perubahan 
PPAS 

Jumlah kebijakan 
perubahan KUA dan 
perubahan PPAS yang 
dibahas 

kebijak
an 

NA 1 1 1 1 1 1 1,00 
Kepala Subbgaian 
Rapat dan Risalah 

    
4.02.02.

2.02.03  
Pembahasan APBD 

Jumlah kebijakan 

APBD yang dibahas 

kebijak

an 
NA 1 1 1 1 1 1 1,00 

Kepala Subbgaian 

Rapat dan Risalah 

    
4.02.02.

2.02.04 

Pembahasan APBD 

Perubahan 

Jumlah kebijakan 
APBD perubahan yang 
dibahas 

kebijak

an 
NA 1 1 1 1 1 1 1,00 

Kepala Subbgaian 

Rapat dan Risalah 

    
4.02.02.
2.02.05 

Pembahasan 
Laporan Semester 

Jumlah kebijakan 

laporan semester yang 
dibahas 

kebijak
an 

NA 1 0 0 0 0 0 0,17 
Kepala Subbgaian 
Rapat dan Risalah 

    
4.02.02.
2.02.06 

Pembahasan 
Pertanggungjawaba
n APBD 

Jumlah kebijakan 
pertanggungjawaban 
APBD yang dibahas  

kebijak
an 

NA 1 1 1 1 1 1 1,00 
Kepala Subbgaian 
Rapat dan Risalah 

    
4.02.02

.2.03  

Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

                      

      Hasil Kegiatan 

Persentase laporan 
hasil pengawasan 
penyelenggaraan 

pemerintahan yang 
tersusun 

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00   

      Keluaran Kegiatan 

Jumlah laporan hasil 

pengawasan 
penyelenggaraan 
pemerintahan yang 
tersusun 

dokum
en 

NA 8 8 8 8 8 8 8,00   
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Tujuan Sasaran Kode 
Program, Kegiatan 
dan Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, Sasaran, 
Program, Kegiatan 

dan Sub Kegiatan  

Satuan 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

PenanggungJawab 
Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

Kondisi kinerja 
pada akhir 

periode Renstra 
Perangkat 

Daerah 

Target Target Target Target Target Target Target  

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

    
4.02.02.
2.03.01 

Pengawasan 

Urusan 
Pemerintahan 
bidang 
Pemerintahan dan 
Hukum 

Jumlah laporan hasil 
pengawasan urusan 
pemerintahan bidang 

pemerintahan dan 
hukum yang tersusun 

Dokum
en 

NA 1 1 1 1 1 1 1,00 
Kepala Subbgaian 
Rapat dan Risalah 

    
4.02.02.
2.03.02  

Pengawasan 
Urusan 
Pemerintahan 
Bidang 

Infrastruktur 

Jumlah laporan hasil 
pengawasan urusan 
pemerintahan bidang 
infrastruktur yang 

tersusun 

Dokum
en 

NA 1 1 1 1 1 1 1,00 
Kepala Subbgaian 
Rapat dan Risalah 

    
4.02.02.

2.03.03 

Pengawasan 
Urusan 
Pemerintahan 

Bidang 
Kesejahteraan 
Rakyat 

Jumlah laporan hasil 

pengawasan urusan 
pemerintahan bidang 
kesejahteraan rakyat 
yang tersusun  

Dokum

en 
NA 1 1 1 1 1 1 1,00 

Kepala Subbgaian 

Rapat dan Risalah 

    
4.02.02.
2.03.04 

Pengawasan 

Urusan 
Pemerintahan 
Bidang 
Perekonomian 

Jumlah laporan hasil 

pengawasan urusan 
pemerintahan bidang 
perekonomian yang 
tersusun 

Dokum
en 

NA 1 1 1 1 1 1 1,00 
Kepala Subbgaian 
Rapat dan Risalah 

    
4.02.02.
2.03.05 

Pengawasan 
Urusan 
Pemerintahan 

Bidang Sumber 
Daya Alam 

Jumlah laporan hasil 
pengawasan urusan 
pemerintahan bidang 

sumber daya alam 
yang tersusun 

Dokum
en 

NA 1 1 1 1 1 1 1,00 
Kepala Subbgaian 
Rapat dan Risalah 

    
4.02.02.
2.03.06 

Pengawasan Tindak 
Lanjut Hasil 
Pemeriksaan 
Laporan Keuangan 

oleh Badan 
Pemeriksa 
Keuangan 

Jumlah laporan hasil 
pengawasan tindak 
lanjut hasil 
pemeriksaan laporan 

keuangan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan 
yang tersusun 

Dokum
en 

NA 1 1 1 1 1 1 1,00 
Kepala Subbgaian 
Rapat dan Risalah 
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Tujuan Sasaran Kode 
Program, Kegiatan 
dan Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, Sasaran, 
Program, Kegiatan 

dan Sub Kegiatan  

Satuan 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

PenanggungJawab 
Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

Kondisi kinerja 
pada akhir 

periode Renstra 
Perangkat 

Daerah 

Target Target Target Target Target Target Target  

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

    
4.02.02.
2.03.07 

Pengawasan 

Penggunaan 
Anggaran 

Jumlah laporan hasil 
pengawasan 
penggunaan anggaran 
yang tersusun 

Dokum
en 

NA 1 1 1 1 1 1 1,00 
Kepala Subbgaian 
Rapat dan Risalah 

    
4.02.02.

2.03.08  

Pembahasan 
Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaba
n Kepala Daerah 

Jumlah laporan hasil 
pembahasan Laporan 
Keterangan 

Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah yang 
tersusun 

Dokum

en 
NA 1 1 1 1 1 1 1,00 

Kepala Subbgaian 

Rapat dan Risalah 

    
4.02.02

.2.04 

Peningkatan 

Kapasitas DPRD 
                      

      Hasil Kegiatan 

Persentase anggota 
DPRD yang 
mengikuti kegiatan 
peningkatan 

kapasitas 

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00   

      Keluaran Kegiatan 

Jumlah anggota 
DPRD yang 
mengikuti kegiatan 
peningkatan 

kapasitas 

orang 82 321 321 321 321 321 321 321,00   

    
4.02.02.
2.04.01  

Orientasi DPRD 
Jumlah peserta yang 
mengikuti orientasi 
DPRD  

orang NA 0 0 0 50 0 0 8,33 
Kepala Subbgaian 

Humas dan 
Protokol 

    
4.02.02.
2.04.02 

Bimbingan Teknis 
DPRD 

Jumlah peserta yang 
mengikuti bimbingan 
teknis DPRD  

orang 82 300 300 300 250 300 300 291,67 
Kepala Subbgaian 

Humas dan 
Protokol 

    
4.02.02.
2.04.03 

Publikasi dan 
Dokumentasi 
Dewan 

Jumlah kegiatan 
DPRD yang 
terpublikasi dan 

terdokumentasi 

kegiata
n 

4 4 4 4 4 4 4 4,00 
Kepala Subbgaian 

Humas dan 
Protokol 

    
4.02.02.
2.04.04 

Penyediaan 
Kelompok Pakar 
dan Tim Ahli 

Jumlah kelompok 
pakar dan tim ahli 
yang tersedia 

orang NA 15 15 15 15 15 15 15,00 
Kepala Subbgaian 

Perundang-
Undangan 
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Tujuan Sasaran Kode 
Program, Kegiatan 
dan Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, Sasaran, 
Program, Kegiatan 

dan Sub Kegiatan  

Satuan 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

PenanggungJawab 
Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

Kondisi kinerja 
pada akhir 

periode Renstra 
Perangkat 

Daerah 

Target Target Target Target Target Target Target  

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

    
4.02.02.
2.04.05 

Penyediaan Tenaga 
Ahli Fraksi 

Jumlah tenaga ahli 
fraksi yang tersedia 

orang/b
ulan 

NA 6 6 6 6 6 6 6,00 

Kepala Subbgaian 

Humas dan 
Protokol 

    
4.02.02.

2.04.06  

Penyelenggaraan 
Hubungan 
Masyarakat 

Jumlah laporan 
audensi yang 
tersusun 

dokume

n 
13 25 25 30 30 35 35 30,00 

Kepala Subbgaian 
Humas dan 

Protokol 

    
4.02.02.
2.04.07  

Penyusunan 

Program Kerja 
DPRD 

Jumlah program kerja 
DPRD yang tersusun 

dokume
n 

NA 0 1 1 1 1 1 0,83 

Kepala Subbgaian 

Humas dan 
Protokol 

    
4.02.02

.2.05  

Penyerapan dan 
Penghimpunan 

Aspirasi 
Masyarakat 

                      

      Hasil Kegiatan 

Persentase aspirasi 
masyarakat yang 

terhimpun dalam 
Pokok Pikiran DPRD 

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00   

      Keluaran Kegiatan 

Jumlah aspirasi 

masyarakat yang 
terhimpun dalam 
Pokok Pikiran DPRD 

kegiata
n 

3 3 3 3 3 3 3 3,00   

    
4.02.02.
2.05.01 

Kunjungan Kerja 
dalam Daerah 

Jumlah aspirasi 
masyarakat yang 
diperoleh melalui 

kunjungan kerja 
dalam daerah 

aspirasi 232 176 96 96 96 96 96 109,33 
Kepala Subbgaian 

Humas dan 

Protokol 

    
4.02.02.
2.05.02  

Penyusunan Pokok-
Pokok Pikiran 
DPRD 

Jumlah Pokok Pikiran 
DPRD yang tersusun 

dokume
n 

NA 3 3 3 3 3 3 3,00 
Kepala Subbgaian 

Humas dan 
Protokol 

    
4.02.02.
2.05.03  

Pelaksanaan Reses 

Jumlah aspirasi 
masyarakat yang 
diperoleh melalui 
reses  

aspirasi 3 3 3 3 3 3 3 3,00 
Kepala Subbgaian 

Humas dan 

Protokol 

    
4.02.02
.2.06 

Pelaksanaan dan 
Pengawasan Kode 
Etik DPRD 
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Tujuan Sasaran Kode 
Program, Kegiatan 
dan Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, Sasaran, 
Program, Kegiatan 

dan Sub Kegiatan  

Satuan 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

PenanggungJawab 
Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

Kondisi kinerja 
pada akhir 

periode Renstra 
Perangkat 

Daerah 

Target Target Target Target Target Target Target  

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      Hasil Kegiatan 
Persentase kode etik 
DPRD yang dipatuhi 

 % 100 100  100  100  100  100  100      

      Keluaran Kegiatan 
Jumlah kode etik 

DPRD yang dipatuhi 
pasal 23 23 23 23 23 23 23 23,00   

    
4.02.02.
2.06.01  

Penyusunan Kode 
Etik DPRD 

Jumlah kode etik 
DPRD yang tersusun 

Pasal NA 2 1 1 1 1 1 1,17 

Kepala Subbagian 

Perundang-
udangan 

    
4.02.02.

2.06.02  

Pengawasan Kode 

Etik DPRD 

Jumlah laporan hasil 
pengawasan kode etik 
DPRD yang tersusun 

dokume

n 
NA 5 5 5 5 5 5 5,00 

Kepala Subbagian 
Perundang-

udangan 

    
4.02.02
.2.07  

Pembahasan Kerja 
Sama Daerah 

                      

      Hasil Kegiatan 

Persentase 

kerjasama daerah 
yang disetujui 

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00   

      Keluaran Kegiatan 
Jumlah kerjasama 
daerah yang 
disetujui 

Kerjasa
ma 

NA NA 2 2 2 2 2     

      

Fasilitasi, Verifikasi, 
dan Koordinasi 
Persetujuan 
Kerjasama Daerah 

Jumlah rencana 
kerjasama daerah 
yang difasilitasi, 

diverifikasi dan 
dikoordinasi  

Kerjasa
ma 

NA NA 4 4 4 4 4 3,33 
Kepala Subbgaian 

Humas dan 

Protokol 

      
Penyusunan Bahan 
Komunikasi dan 
Publikasi 

Jumlah kerjasama 
daerah yang 
dipublikasi  

Kerjasa

ma 
NA NA 4 4 4 4 4 3,33 

Kepala Subbgaian 
Humas dan 

Protokol 

    
4.02.02
.2.08  

Fasilitasi Tugas 
DPRD 

                      

      Hasil Kegiatan 
Persentase tugas 
DPRD yang 
terfasilitasi 

% 100 100 100 100 100 100 100 100,00   
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Tujuan Sasaran Kode 
Program, Kegiatan 
dan Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, Sasaran, 
Program, Kegiatan 

dan Sub Kegiatan  

Satuan 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

PenanggungJawab 
Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

Kondisi kinerja 
pada akhir 

periode Renstra 
Perangkat 

Daerah 

Target Target Target Target Target Target Target  

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      Keluaran Kegiatan 
Jumlah tugas DPRD 
yang terfasilitasi 

tugas 11 55 55 62 62 70 65 61,50   

    
4.02.02.
2.08.01 

Koordinasi dan 
Konsultasi 
Pelaksanaan Tugas 

DPRD 

Jumlah laporan 
kunjungan kerja luar 
daerah DPRD yang 

tersusun 

dokume
n 

11 25 25 28 28 30 30 27,67 
Kepala Subbgaian 
Rapat dan Risalah 

    
4.02.02.

2.08.02 

Penyusunan 
Laporan Kinerja 
DPRD 

Jumlah laporan 
kinerja DPRD yang 
tersusun 

dokume

n 
NA 2 2 2 2 2 2 2,00 

Kepala Subbgaian 

Rapat dan Risalah 

    
4.02.02.
2.08.03  

Fasilitasi 
Pelaksanaan Tugas 

Badan Musyawarah 

Jumlah laporan 

fasilitasi tugas Badan 
Musyawarah yang 
tersusun 

dokume
n 

NA 15 15 17 17 20 20 17,33 
Kepala Subbgaian 
Rapat dan Risalah 

    
4.02.02.
2.08.04  

Fasilitasi Tugas 
Pimpinan DPRD 

Jumlah laporan 

fasilitasi tugas 
pimpinan DPRD yang 
tersusun  

dokume
n 

NA 15 15 17 17 20 15 16,50 
Kepala Subbgaian 

Humas dan 

Protokol 
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BAB VIII 
PENUTUP 

 

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk peningkatan 

kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi dan pemberian 
dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD untuk periode tahun 

2021-2026 dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten 
Pemalang yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten 

Pemalang Tahun 2021-2026. Sasaran program, kegiatan dan sub 
kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan 

dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan 
dalam Renstra Kemendagri. 

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah 
bahwa Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang ini akan 
menjadi acuan resmi penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten 

Pemalang. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub 
kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA 

Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang merupakan solusi yang 
paling tepat untuk mewujudkan target kinerja sasaran Sekretariat 

DPRD Kabupaten Pemalang. Pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra 
Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang yang dijabarkan dalam 

Renja dan RKA Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang harus 
ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

tersebut disusun Laporan Kinerja (LkjIP) Sekretariat DPRD 
Kabupaten Pemalang. Laporan Kinerja (LkjIP) itu akan menjadi 

bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) 
pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang di masa 

yang akan datang. 
Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih 

berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan 

pencapaian target kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten 
Pemalang ini. 

Bagimu Negeri, Jiwa Raga Kami! 

Pemalang,    September 2021 
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